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ABSTRAK 

Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rabies 
di Kota Ambon 

Dominggus Kastanja 
Universitas Terbuka 

onggodommy@ymail.com 

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, penanggulangan, rabies 

Kota Ambon merupakan daerah bebas rabies secara historis, dinyatakan 
daerah tertular rabies pertama di Provinsi Maluku sejak tahun 2003. Berbagai 
upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 
menanggulangi rabies namun sampai saat ini belum dapat menuntaskannya. 

Dengan berpatokan pada standar kebijakan nasional penanggulangan 
rabies serta Standard Operational Prosedure (SOP) yang baik diharapkan program 
pencegahan dan pemberantasan rabies di Kota Ambon dapat mencapai target yang 
diiginkan. Kebijakan pemerintah daerah yang terarah perlu diimplementasikan 
dalam proses penanggulangan rabies guna mengurangi jumlah korban kasus 
gigitan sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam melakukan aktivitas tanpa 
ada rasa takut yang ditimbulkan dari permasalahan ini. Beberapa program 
kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan rabies 
di Kota Ambon antara lain: (I) pembentukan tim koordinasi, (2) sosialisasi, (3) 
vaksinasi massal, (4) pengawasan serta kerjasama dengan instansi teknis terkait. 

Penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif serta analisis retrospektif yaitu melihat sejauh mana implementasi 
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan 
rabies. Tujuan penelitian ini adalah (I) mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kota Ambon (2) menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan 
penanggulangan rabies di Kota Ambon. 

Secara umurn dapat dikatakan bahwa tim koordinasi belurn melaksanakan 
tugasnya dengan baik, sosialisasi kepada masyar"kat dilakukan secara langsung 
maupun melalui media penyiaran publik namun tingkat partisipasi dan kesadaran 
masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan vaksinasi sehingga dari hasi I 
perhitungan akumulasi prosentase kegiatan vaksinasi massal dari tahun 2007-2012 
baru mencapai 56,9% yang di vaksin dari total populasi Hewan Pembawa Rabies 
(HPR) di Kota Ambon dan belurn memenuhi standar minimal yang telah 
ditetapkan yaitu 70% sehingga dapat dikatakan program vaksinasi HPR belurn 
beIjalan maksimal walaupun pengawasan lalu lintas ternak terus dilakukan. 

Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan 
faktor-faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi kebijakan 
penanggulangan rabies di Kota Ambon. 
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ABSTRACT 

Analysis of tbe implementation of Policies for tackling Rabies 
in tbe city of Ambon 

Dominggus Kastanja 
Open University 

onggodommy@ymail.com 

Keywords: implementation, policy, countermeasures, rabies 

City of Ambon is free of rabies areas historically, declared the area of 
contracting rabies first in Maluku province since 2003. A variety of policies and 
efforts have been made by the local authorities in tackling rabies but so far haven't 
been able to finish. 

With a standard based on the national policy for tackling rabies as well as 
Standard Operational Procedures (SOP) which both expected and eradication of 
rabies prevention programs in the city of Ambon was able to hit a target that is 
diiginkan. Government policy areas that need was generally implemented in the 
process of tackling rabies in order to reduce the number of victims of cases of 
bites so that people can feel secure in doing activities without any fear arising 
from this issue. Some program activities conducted local government in an 
attempt to combat rabies in the city of Ambon, among others: (I) the 
establishment of a coordinating team, (2) socialization, mass vaccination (3), (4) 
supervision as well as cooperation with the pertinent technical agencies. 

This research is diskriptif by using qualitative approach as well as a 
retrospective analysis that looked at the extent to which the implementation ofthe 
policies carried out by the local government in an effort to cope with rabies. The 
purpose of this study is to (I) describe and analyze the implementation of policy 
for tackling rabies in the city of Ambon (2) analyzing the factors that influence in 
the process of the implementation of policies for tackling rabies in the city of 
Ambon. 

In general it can be said that a coordination tearn has not been doing their 
job well, socialization to society is done directly or through the medium of public 
broadcasting, but the level of participation and awareness is still low in the 
implementation of the vaccination so that the results of the calculation of a 
percentage of the accumulated mass vaccination activities from 2007-2012 
recently reached 56.9 in vaccines from the total population of Animal Rabies 
Carriers (HPR) in Ambon City and has not met the minimum standard established 
of 70 so it can be said the vaccination program HPR had not walking up though 
traffic control cattle is continuo\;sly performed. 

Communication, resources, disposition and bureaucratic structure are all 
factors that also affect the process of the implementation of policies for tackling 
rabies in the city ofAmbon. 
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BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

A. Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik 

yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut 

beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut Dye (1981): "Public policy is 'whatever governments choose to do or not 

to do "(hal 1). Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun 

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara 

Anderson dalam Public Policy-Making (1975) mengutarakan lebih spesifik 

bahwa: "Public policies are those policies developed by government bodies and 

official"(hal 3). 

Berhubungan dengan konteks pencapIan tujuan suatu bangsa dan 

pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006) menerangkan bahwa 

kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok 

aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang 

diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional 

suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk 

mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan 

mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. 
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Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi 

pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. 

Secara padat Tachjan (2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa 

tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik 

yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service Uasa 

publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan 

kualitas hidup baik fisik maupun non-fisiko 

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006). 

kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki 

kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. Dalam suatu 

negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, 

sedang organizational level diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya 

operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, 

kelembagaan atau kementerian. 

Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk 

institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan 

tingkat hierarkinya. Sementara pattern interaction adalah pola interaksi antara 

pelaksana kebijakan paling bawah (street level bureaucrat) dengan kelompok 

sasaran (target group) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan 

yang menentukan dampak (outcome) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu 

kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali 

(assesment) untuk menjadi umpan balik (feedback) bagi semua level kebijakan 

yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan. 
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Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam 

menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. 

Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang 

melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. 

Jones (1984) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah 

dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: "perception/definition, 

aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation. 

legitimation, budgeting, implementation, evaluation and 

adjustment/termination ".(hal 27-28) 

Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa pada gans besarnya siklus 

kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan 

2. Implementasi kebijakan serta 

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. (hal 19) 

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses 

kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas 

pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola 

siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau 

tujuan tertentu tercapai. 

B. AnaJisis Kebijakan PubJik 

Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu 

disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode 

penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang 
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relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam 

rangka memecahkan masalah-masaJah kebijakan. 

Seperti yang dikemukan oleh Weimer and Vining (1998) analisis 

kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat 

kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti 

dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga 

berbagai altematif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai 

penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. 

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat 

dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan 

sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya 

kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya 

benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang barn. Keduanya baik 

analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan 

yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kep~da penentu kebijakan 

agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. 

Analisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan 

dalam proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebijakan publik 

menurunkan beberapa ciri menurut Dunn (2003) yakni: (1) analisis kebijakan 

publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait dengan proses pembelajaran dan 

pemikiran. (2) analisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena 

keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada 

pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada. (3) 

Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflek1:if, 
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kreatif, imajinatif dan eksploratori. (4) analisis kebijakan publik berkaitan dengan 

masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut 

melibatkan banyak orang. 

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian 

yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik 

etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian 

yakni (a) evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa 

dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan 

instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan 

yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk 

mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan 

menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah 

kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, nonna 

dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai. 

Dunn dalarn Nugroho (2003) menyatakan bahwa masalah yang hams 

diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nila~ kebutuhan atau peluang 

yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya 

mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. 

Karakteristik masalah publik yang hams diatasi selain bersifat interdependensi 

(berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya 

memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang 

memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat 

dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, 

diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah. 
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Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari lImu Administrasi Publik 

yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berikut 

beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut Dye (1981) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara Anderson (1975) mengutarakan 

lebih spesifik bahwa: "Public policies are those policies developed by government 

bodies and official" (hal 3). 

Berhubungan dengan konteks pencapian tujuan suatu bangsa dan 

pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006) menerangkan bahwa 

kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok 

aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang 

diperhatikan. Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2004) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional 

suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-3ktivitas yang dikerjakan untuk 

mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan 

mengetahui sejallhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. 

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi 

pencapian tujuan maupuan pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. 

Secara ringkas Tachjan (2006) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan publik adalah 

dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan public goods 

(barang publik) maupun public service Gasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat 

dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun 

non-fisiko 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006) 

bahwa kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan 

hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level. 

Dalam suatu negara demokratis policy level diperankan oleh lembaga 

yudikatif dan legislatif, sedang organizational level diperankan oleh lembaga 

eksekutif. Selanjutnya operational level dilaksanakan oleh satuan pelaksana 

seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, 

kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau 

peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara 

pattern interaction adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah 

(street level bureaucrat) dengan kelompok sasaran (target group) kebijakan yang 

menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (outcome) 

dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang 

ditetapkan akan ditinjau kembali (assesment) uniuk menjadi umpan balik 

(feedback) bagi semua level kebijakan yang diharapkan teljadi sebuah perbaikan 

atau peningkatan kebijakan. 

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam 

menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. 

Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang 

melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984) mengemukakan 

sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses 

kebijakan yaitu: "perception/definition, aggregation, organization, 

representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, 

implementation, evaluation and adjustment/termination ". 
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C. Implementasi Kebijakan Publik 

Grindle (1980) menyatakan, implementasi mempakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 

Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994) menyatakan bahwa 

implementasi kebijakan mempakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan 

swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi bam 

akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah 

tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua 

bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai 

definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan 

tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi 

merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, 

Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada 

kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh 

implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48). 

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan 

Van Meter dan Hom (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkaTI berbagai pihak yang 

berkepentingan (policy stakeholders). 
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Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau 

pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang 

diperkenalkan oleh Edwards III (1984). Edwards III mengajukan pendekatan 

masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan 

pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi 

kebijakan? (hal 9-10) Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat 

faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni 

komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, 

termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting 

dalam implementasi suatu kcbijakan. 

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila 

jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, 

meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi 

yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana 

terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating 

prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi 

dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) 

adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk 

menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh 
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pihak berwenang: (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran 

dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan ten'vujud manakala 

kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) 

awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya 

waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), terdapat dua perspektif dalam 

analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu 

politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya 

dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir 

Perang Dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa 

temyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, 

tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif 

dan berbagai faktor dalam lingkungan politis. 

Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem 

terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif 

organisasi dalarn administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap 

pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, 

perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif 

ini terfokus pada pertanyaan dalarn analisis implementasi, yaitu seberapa jauh 

konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya. 

Ripley memperkenalkan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan 

"faktual" dalam implementasi kabijakan (Ripley & Franklin, 1986). Pendekatan 

kepatuhan muncul dalarn literatur administrasi publik. Pendekatan ini 

memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan 
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terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis 

karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat 

dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis 

yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang 

tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang 

berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi 

kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan 

penyeSUaIan. 

Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu 

sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor 

ekstemal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. 

Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang 

juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980). 

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat 

dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap 

implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan 

implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan 

oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat 

sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh ekstemal dan faktor non­

organisasional, atau pendekatan faktual. 

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif 

proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program 

pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan 
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ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara 

lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. 

Sedangkan pada perspektif hasiL program dapat dinilai berhasil manakala 

program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja 

berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagaI ditinjau dari dampak 

yang dihasilkan, atau sebaliknya. 

1. Model Implementasi Kebijakan 

Menurut Sabatier (1986), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap 

implementasi kebijakan, yakni model top dOlvn dan model bottom up. Kedua 

model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model 

proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan 

berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat 

pada model kelompok dan model kelembagaan. 

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses 

politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya 

ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi 

para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat 

terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor 

kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai 

aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. 

Program kebijakan yang telah diambil sebagai altematif pemecahan 

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan 

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan (2003) 
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mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang 

beJjudul KebijaluIn Publik yang Membumi bahwa: 

"Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk 
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 
diseleksi" (hal 9). 

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini 

eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu 

mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat 

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap 

perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah 

bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi 

dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy 

implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam 

kurun waktu tertentu. Pengertian ini menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun 

waktu tertentu. 

Nugroho (2004) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak 

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. 

Implementasi kebijakan menurut pendapat di alas, tidak lain berkaitan 

dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut 
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diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. 

Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan 

intervensi. Menurut Darwin dalam Widodo (2001) mengemukakan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu 

dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi 

kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang 

da1am imp1ementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan 

dan manfaat pada publik. 

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat 

mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, 

melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, 

menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan 

dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada 

masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

suatu program. 

Subarsono (2005) mengutip pendapat Cheema dan Rondinelli dalam 

bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Pub/ik (Konsep, Teori dan Aplikasi), 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. 

Faktor-faktor tersebut adalah: 

a.	 Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta 

keterlibatan penerima program. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41309.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



22 

b.	 Hubungan antar organisasi. lmplementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

c.	 Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi 

kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human 

resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). 

d.	 Karakteristik dan kemampuan agen pe1aksana. Maksudnya adalah 

mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi 

implementasi suatu program 

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar 

organisasi, sumberdaya orgamsasl untuk mengimplementasi program, 

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam 

mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut 

menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program 

tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) mengemukakan bahwa 

"implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan" 

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi 

apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan 

pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk 

kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang 

berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur 
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publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, 

Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan 

di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, 

seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. 

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu 

sarna lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang 

terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi: 

a. Teori George C.Edwards III (1980) 

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) 

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sarna 

lain. 

1). Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang hams dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sarna sekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

2). Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 
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melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut 

dapat berwujud sumberdaya manusia., yakni kompetensi implementor dan 

sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi 

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya., kebijakan hanya tinggal di kertas 

menjadi dokumen saja. 

3). Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. 

apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda 

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 

tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia 

ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. 

Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti 

Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran 

aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. 

4). Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 

satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP 

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
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menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini 

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak tleksibel. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana 

aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan. 

Van Meter dan VanHorn dalam Budi Winarno (2005) mendefinisikan 

implementasi kebijakan publik sebagai: 

"Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah 
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai 
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 
kebijakan". (hal 102) 

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan 

sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. 

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang­

undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan 

tersebut. 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan 

berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson 

(1978) mengemukakan bahwa: "Policy implementation is the application by 

government's administrative machinery to the problems. (hal25) Kemudian 
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Edward III (1980) menjelaskan bahwa: "policy implementation, ... is the stage of 

policy making between establishment of a policy ... And the consequences of the 

policyfor the people whom it affects ".(hal 1). 

Berdasakan penjelasan di atas, Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang 

dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di 

antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan 

altematif-altematif yang masih abstrak atau makro menjadi altematif yang bersifat 

konkrit atau mikro. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalarn 

proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu 

proses kebijakan dimana tujuan serta darnpak kebijakan dapat dihasilkan. 

Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalarn 

Agustino (2006) bahwa: "The execution of policies is as important ~r not more 

important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets 

unless they are implemented". (hal 154) 

Agustino (2006) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua 

pendekatan yaitu: "Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan 

command and control (Lester Stewart, 2000) dan pendekatan bottom up yang 

serupa dengan pendekatan the market approach (Lester Stewart, 2000). 

Pendekatan top down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi 

dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diarnbil di tingkat 

pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan 
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politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 

dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah 

(street level bureaucrat)". 

Bertolak belakang dengan pendekatan top dOlt'n, pendekatan bottom up 

lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terfonnulasi dari inisiasi warga 

masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang 

terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat. 

Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan 

masyarakat secara partisipastif. 

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi 

kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: 

1. Unsur pelaksana 

2. Adanya program yang dilaksanakan serta 

3. Target group atau kelompok sasaran. (hal 26) 

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock 

& Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut: 

"Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan 
yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta 
perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, 
perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakk.an manusia, 
pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian". 

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah 

birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006): 

"Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and 
policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy 
process. In policy and program fonnulation and legitimation activities, 
bureaucratic units playa large role, although they are not dominant". (hal 27) 
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Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam 

implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan 

kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak 

dominan. 

Suatu kebijakan publik tidak mempunyal arti penting tanpa tindakan­

tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini 

dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006) bahwa "Implementation is that 

set ofactivities directed toward putting out a program into effect n. Menurut Terry 

dalam Tachjan (2006) program merupakan; 

"A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use 
of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required 
actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make 
up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards 
and budgets". (hal 31). 

Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu 

kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, 

standar dan budjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan, program 

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

I.	 Sasaran yang dikehendaki , 

2.	 Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, 

3.	 Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, 

4.	 Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan 

5.	 Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun 

dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang 

diperlukan (Siagian, 1985:85) 
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Selanjutnya, Grindle (1980: 11) menjelaskan bahwa isi program harus 

menggambarkan; "kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis manfaat 

(type ofbenefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent ofchange envisioned). 

status pembuat keputusan (site ofdecision making). pelaksana program (program 

implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources commited)". 

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

1.	 Merancang bangun (design) program beserta pennclan tugas dan 

perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta 

biaya dan waktu. 

2.	 Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur­

struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan 

metode yang tepat. 

3.	 Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan 

(Tachjan, 2006: hal 35) 

Masih membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik. 

Unsur yang terakhir dalah target group atau kelompok sasaran, Tachjan (2006) 

mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi 

dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi 

perilakunya oleh kebijakan". Berdasarkan penelitian yang te1ah dilakukan 

berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa 

karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, 
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jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi 

mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. 

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan 

begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai 

dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: 

1. What is the preconditionfor successful policy implementation? 

2. What are the primary obstacles to successful policy implementation? 

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik. 

perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan 

secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap 

implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka 

akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III (1980) 

berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Communication (komunikasi) 

2. Resources (sumber daya) 

3. Disposition (sikap pelaksana) 

4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi) 

D. Kebijakan Penanggulangan Rabies 

Rabies adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia melalui 

gigitan anjing, kucing, atau kera yang positif rabies. Virus rabies banyak terdapat 

dalam air IiUT penderita rabies. Mengingat bahaya rabies terhadap kesehatan dan 

ketentraman hidup masyarakat, maka usaha pengendalian penyakit berupa 
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pencegahan dapat dilakukan dengan jalan menvaksinasi hewan peliharaan yaitu 

anjing, kucing dan kera setiap setahun sekali. 

Akibat dari gigitan yang positif rabies apabila orang yang digigit anjing 

tersebut tidak divaksinasi sebanyak 14 kali didaerah pusar, maka dapat 

menyebabkan gejala rabies. Penderita rabies sekali gejala klinis timbul biasanya 

diakhiri dengan kematian. Terhadap bahaya rabies terrnasuk diatas ini akan 

mengakibatkan timbulnya rasa cemas atan rasa takut baik terhadap orang yang 

digigit maupun masyarakat pada umumnya. 

Untuk mencegah penyakit rabies perlu diberi vaksin pada semua anjing, 

kucing dan kera biasanya dalam hal ini perlu kesadaran dari pemilik hewan 

peliharaan untuk mengvaksinasi secara teratur dan berkesinambungan, sedangkan 

dari pihak Dinas Peternakan perlu memberi penyuluhan tentang rabies melalui 

mediamasa. 

Mengingat bahaya dan keganasan rabies terhadap kesehatan dan 

ketentraman hidup masyarakat, maka usaha pengcndalian penyakit berupa 

pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan perlu dilaksanakan seinsentif 

mungkin. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya pedoman umum bagi 

para petugas Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen 

Dalam Negeri. 

Pencegahan rabies pada hewan adalah tanggung jawab Dinas Peternakan 

atau yang membidangi fungsi-fungsi peternakan di daerah baik di tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota dan dalam pelaksanaannya akan bekeJjasama dengan 

semua instansi. Agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif, maka disusun 

pedoman khusus berlandaskan pada surat keputusan bersama antara menteri 
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Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan 

penanggulangan rabies. 

Kebijakan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam program 

penanggulangan dan pemberantasan rabies, diantaranya : 

Melaksanakan kegiatan pembebasan rabies terpadu (SKB 3 Menteri, 3 

Dirjen) 

Meningkatkan Promosi. 

Mencegah kejadian rabies manusia dg penanganan kasus gigitan hewan 

tersangka / rabies sedini mungkin. 

Mencegah penularan dari hewan ke manusia dg vaksin & eliminasi HPR 

Meningkatkan pengetahuan & keterampilan petugas dim penanganan 

kasus gigitan hewan tersangka / rabies. 

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat untuk program pembebasan rabies. 

Adapun langkah-langkah pencegahan rabies dapat dilihat dibawah ini: 

Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, 

kucing, kera dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. 

Memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk 

tanpa izin ke daerah bebas rabies. 

Dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies kedaerah­

daerah bebas rabies. 

Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing dan kern, 70% 

populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km disekitar lokasi kasus. 

Pemberian tanda bukti atau pening terhadap setiap kern, anj ing, kucing 

yang telah divaksinasi. 
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Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan 

jalan pembunuhan/eliminasi dan pencegahan perkembangbiakan. 

Menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita 

rabies, selama 10 sampai 14 hari, terhadap hewan yang mati selama 

observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk 

dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk diagnosa. 

Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan 

sebangsanya yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies. 

Membakar dan menanam bangkai hewan yang mati karena rabies 

sekurang-kurangnya 1 meter. 

Kunci utama dalam menangani rabies adalah mencegah pada sumbemya 

yaitu hewan. Sesuai dengan pedoman pengendalian rabies terpadu, metoda 

pemberantasan rabies dilakukan dengan a) vaksinasi dan eliminasi dilakukan pada 

anjing, kucing, dan kera dengan fokus utama pada anjing, b) vaksinasi diJakukan 

terhadap anjing dan kera berpemiJik, dan c) eliminasi dilakukan terhadap anjing 

tidak berpemilik dan anjing berpemilik yang tidak divaksinasildiliarkan. 

(Direktorat Kesehatan Hewan, 2006). 

Di Indonesia HPR utama pada hewan domestik adalah anjing, kucing dan 

monyet. Serangan yang disebabkan oleh anjing hampir dilaporkan setiap tahun 

dari berbagai daerah tertular di Indonesia terutama Sumatera Barnt, Jawa Barat 

dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2008 Provinsi Bali melaporkan adanya 

kasus gigitan pertama yang dikonfinnasi sebagai rabies. Ini adalah kasus pertama 

yang di pemah dilaporkan dan pulau dengan populasi anjing yang tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi lainnya. 
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Penularan Rabies di Indonesia umumnya berawal dari suatu kondisi anjing 

yang tidak dipelihara atau tanpa pemilik (rural rabies) yang berkembang hingga 

mencapai populasi yang sulit dikendalikan (Departemen Pertanian, 

2007). Keadaan inilah yang menyebabkan daerah-daerah di Indonesia menjadi 

endemis terhadap Rabies. 

Provinsi Maluku merupakan daerah bebas rabies sebelumnya. Kasus 

gigitan pertama kali dilaporkan tanggal 28 Agustus 2003 oleh puskesmas Laten 

dan Urimesing sebanyak 7 kasus dengan 3 kematian diduga rabies. Petugas 

kesehatan Provinsi dan Kota Ambon melakukan investigasi diduga asal anjing 

dibawa oleh nelayan dari Sulawesi Tenggara (Kendari). 

Dibandingkan dengan Bali, beberapa wilayah di Maluku termasuk Kota 

Ambon sudah lebih dulu rnenjadi daerah endemis rabies. Ditinjau dari sisi 

fasilitas dan sumber daya, Maluku kurang beruntung dibanding Bali sehingga 

penanganannya lebih lambat. Bali barn mengalaminya belakangan, sekitar tahun 

2008 ketika kasus pertama ditemukan di daerah Badung. Namun karena 

kurangnya tenaga medis serta dokter hewan yang ada di Maluku maka 

penanganan awal berjalan lambat. 

Daerah-daerah di Maluku yang tertular penyakit rabies selain Kota Ambon 

adalah Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Burn Selatan, Seram Bagian Barat, 

Maluku Tenggara Barat dan terakhir Maluku Barat Daya dengan 17 kasus gigitan 

anjing pada Januari 2012 dengan satu korban meningga!. 

Seperti yang terjadi di wilayah Seram Bagian Barat, misalnya status 

endemis barn ketahuan setelah ada 17 orang yang meninggal karena rabies. Selain 

di wilayah Seram Bagian Barat, rabies juga ditemukan di 3 wilayah lain di 
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Maluku yang juga ditetapkan sebagai daerah endemis. Ketiga wilayah itu meliputi 

Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat dan ibukota Provinsi Maluku sendiri 

yakni Kota Ambon. Meski rabies di Maluku telah menjadi endemik sejak 2003, 

namun upaya penanganan tampaknya tidak seheboh Bali yang memang banyak 

disorot karena merupakan salah satu tujuan wisata intemasional. 

Tabel 2.1
 
Rekapitulasi Kasus Rabies di Proviosi Maluku
 

Tabuo 2011
 

No. Kabupaten/Kota 
Kasus 

Gigitan 
Gigitan yang 

diVAR 
Lyssa 

(Meninggal) 

1 KotaAmbon ].047 524 4 

2 
I 

Maluku Tengah 214 133 0 

3 Seram Bagian Barnt 360 347 4 

4 Maluku Tengg.Barat 994 734 22 

5 Maluku Tenggara - - -
6 Maluku Barnt Daya 23 - -
7 Kota Tual - - -
8 Kepulauan Am - - -
9 Bum Buro Selatan - - -

10 Seram Bagian Timur - - -
Total 2.638 1.728 30 

.
Sumber : Dmas Pertaman Provmsl Maluku 

Dilihat dari jumlah kasus gigitan anjing pada manusia yang hanya 700-800 

gigitan/tahun. penanganan rabies di Maluku seharusnya bisa lebih cepat dari Bali 

yang pemah mencapai 153 kasus gigitan/hari. Kendala lainnya tentu saja faktor 

geografis, karena Maluku ini wilayah kepulauan. untuk memeriksakan diri orang 

ke puskesmas kadang harus berjalan kaki sangat jauh sampai puluhan kilometer 

sehingga untuk pertolongan pertama sulit didapatkan. 
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I. Strategi Pengendal ian dan Pencegahan Rabies 

Menurut laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwa kasus 

gigitan rabies ke manusia mencapai jumlah 20.926 kasus gigitan per tahun pada 

tahun 2010 yang terlaporkan kepada Dinas-Dinas Kesehatan di seluruh Kabupaten 

di Indonesia (Departemen Kesehatan, 20 I I). Dalam mencapai tujuan itu 

Pemerintah mengatur dengan melaksanakan strategi dibawah ini (Departemen 

Pertanian, 2007): 

a.	 Karantina dan pengawasan lalu lintas terhadap hewan penular Rabies 

diwiIayahldaerah untuk mencegah penyebaran penyakit 

b.	 Pemusnahan hewan tertular dan hewan yang kontak untuk mencegah sumber 

virus Rabies yang paling berbahaya. 

c.	 Vaksinasi semua hewan yang dipelihara didaerah tertular untuk melindungi 

hewan terhadap infeksi dan mengurangi kontak terhadap manusia. 

d.	 Penelusuran dan surveilans untuk menentukan sumber penularan dan arah 

pembebasan dari penyakit; dan 

Tindakan terhadap orang yang digigit atau dijilat oleh hewan yang tersangka atau 

m~nderita rabies. (Departemen Kesehatan, 2008) 

1.	 Apabila terdapat informasi ada orang yang digigit anjing atan dijilat oleh 

hewan yang tersangka rabies hams segera ke Puskesmas terdekat guna 

mendapatkan perawatan luka akibat gigitan. 

2. Apabila dianggap perlu orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka 

rabies hams segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas 

pengobatan anti rabies. 
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3.	 Apabila hewan yang dimkasud temyata menderita rabies berdasarkan 

pemeriksaan klinis maupun laboratories dari Dinas Petemakan, maka orang 

digigit atau dijilat harns segera mendapat pengobatan khusus di unit 

Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies. 

4.	 Apabila hewan yang rnenggigit itu tidak dapat ditangkap, atau tidak dapat 

diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rnsak, rnaka orang 

digigit atan dijilat tersebut harns segera dikirim ke unit Kesehatan yang 

rnernpunyai fasilitas anti rabies. 

Tindakan terhadap hewan tersangka atau rnenderita rabies adalah apabila 

ada informasi hewan tersangka rabies atau menderita rabies, maka Dinas 

Petemakan hams rnelakukan penangkapan atau rnernbunuh hewan tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Apabila setelah dilakukan observasi selarna lebih 

kurang dua rninggu temyata hewan itu rnasih hidup, rnaka diserahkan kernbali 

kepada perniliknya setelah divaksinasi, atau dapat dirnusnahkan apabila tidak ada 

pernilikinya. 

Tata Carn Pelaporan Rabies, antara lain : 

a.	 Apabila ada persangkaan rabies pada hewan, Kepala Desa harns segera 

melaporkan kepada Camat dan petugas Petemakan di kecarnatan. 

b.	 Camat setelah rnenerima laporan dari kepala desa tentang adanya 

persangkaan rabies pada hewan harns segera rnelaporkan kepada 

BupatilWalikota rnadya Daerah Tingkat II. 

c.	 Petugas petemakan di Kecamatan setelah rnenerima laporan dari kepala 

desa dan pimpinan unit kesehatan seternpat tentang adanya persangkaan 
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rabies harus segera melaporkan kepada kepala Dinas Petemakan 

KabuaptenlKotamadya Daerah Tingkat II. 

d.	 Kepala Dinas Petemakan di KabupatenIKotamadya setelah menerima 

laporan harus segera melaporkan kepada BupatilWalikota madya. 

e.	 Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk memfasilitasi 

keIjasama masyarakat terutama dari pemilik hewan dan komunitas yang 

terkait. 

2. Sistem ReguIasi 

Peraturan perundangan yang menjadi Iandasan program pemberantasan 

Rabies di Indonesia, antara lain: 

a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan 

Hewan. (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5015); 

b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Wabah Penyakit MenuIar. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3273); 

c. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 

d. Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

e. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 

f. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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g.	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang Pembuatan 

Persediaan, Peredaran dan pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan 

Diagnostika Biologis Untuk Hewan. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1973 Nomor 23); 

h.	 Peraturan Pemerintah Nomor IS tahun 1977 tentang Pembuatan 

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 

i.	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3253); 

j.	 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan 

Wahab Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447); 

k.	 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Gbat Hewan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 

I.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagaian urusan 

Pemerintahan Anatar pemritahana Daerah provinsi dan Pemerintahan 

KabupatenIKota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

m.	 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 

n.	 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri 

Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 279AJMen.KesiSKNIII/1978, Nomor 

522IKptsiUM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan, 

Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies. 
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o.	 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 

487/KptsfUM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan 

Penyakit Hewan Menular. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 

487/KptslUM/6/1981 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan 

Penyakit Hewan Menular ditetapkan dua kelompok penyakit hewan menular 

antara lain kelompok A yaitu kelompok penyakit yang wajib dilaporkan dan 

kelompok B yaitu kelompok penyakit yang tidak waj ib dilaporkan. 

Kelompok A, apabila timbul wabah menjadi beban dan tanggungjawab 

pemerintah seluruh dalam usaba penanggulangannya. Kelompok B, apabila 

timbul wabah, masyarakat diminta ikut serta menanganinya. Kelompok 

penyakit hewan menular yang termasuk dalam daftar A dan daftar B adalah 

sebagai berikut: 

Daftar A: 

I) Anaplasmosis, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah 

biak. 

2) Anjing Gila (Rabies, Lyssa), jenis hewan yang dapat diserang adalah 

semua hewan. 

3) Babesiosis (Texas Fever), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan 

memamah biak. 

4) Demam Tiga Hari (penyakit kaku, Bovine Etbemeral Fever/BEF), jenis 

hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak. 

5) Erysipelas (Diamond Skin Disease), jenis hewan yang dapat diserang 

adalah babi. 

6) Ingus Jahat (Malleus, Glander), jenis hewan yang dapat diserang adalah 

kuda. 

7) Jembarana, jenis bewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak 

(sapi). 
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8) KeJuron MenuJar (BruceJlosis), jenis hewan yang dapat diserang adaJah 

hewan memamah biak dan babi. 

9) Leptospirosis (WeiJ's Disease, Red Water Disease), jenis hewan yang 

dapat diserang adalah hewan memamah biak dan babi. 

10) Lidah Biru (Bluetongue), jenis hewan yang dapat diserang adalah domba, 

kambing dan sapi. 

II)Penyakit Mulut dan Kuku (PMK, Apthae Epizooticae, Foot and Mouth 

Disease), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak 

dan babi. 

12) Ngorok (Septichemia Epizooticae), jenis hewan yang dapat diserang 

adalah hewan memamah biak. 

13) Radang Paha (Gangrenosa Emphysematosa, Boutvuur, Blackleg), jenis 

hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak dan babi. 

14) Radang Limpa (Anthraks), jenis hewan yang dapat diserang adalah semua 

hewan. 

15) Surra (Mubeng, Trypanosomiasis), jenis hewan yang dapat diserang 

adalah hewan memamah biak dan kuda. 

16) Sampar Babi Menular (Hog Cholera), jenis hewan yang dapat diserang 

adalah babi. 

17) Tuberculosis (TBC), jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi. 

18) Theileriosis, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah 

biak dan babi. 

19) Trichomoniasis, jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah 

biak dan babi. 

DaftarB 

I) Baberasan (Barrasan, Cysticercosis), jenis hewan yang dapat diserang 

adalah hewan memamah biak dan babi. 

2) Berak Darah (Coccidiosis), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan 

memamah biak, babi, dan unggas. 

3) Nematodiasis dan Fascioliasis (cacing alat pencernaan),jenis hewan dapat 

diserang adalah hewan memamah biak dan babi. 
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4) Orf (Dakangan, Echtyma Contagiosa Caprie), jenis hewan yang dapat 

diserang adalah kambing dan domba. 

5) Ingusan (Bovine Malignant Catarrhal, Coryza Gangrenosa Bovum), jenis 

hewan yang dapat diserang adalah hewan memamah biak. 

6) Kaskado (Stephanofilariasis), jenis hewan yang dapat diserang adalah 

hewan memamah biak. 

7) Kudis Menular (Scabies), jenis hewan yang dapat diserang adalah hewan 

memamah biak dan babi. 

8) Kurap (Ringworm), jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi. 

9) Radang Mata (Pink Eye), jenis hewan yang dapat diserang adalah sapi, 

kuda, kambing dan domba. 

10) Selakarang (Saccharomycosis, Lymphangitis Epizooticae), jenis hewan 

yang dapat diserang adalah hewan berkuku satu. 

11) Salmonellosis, jenis hewan yang dapat diserang adalah semua hewan. 

12)Avian Encephalomyelitis (Epidemic Tremor), jenis hewan yang dapat 

diserang adalah unggas. 

13) Berak Kapur (Pullorum) pada Unggas. 

14)Cacar Ayam (DiptheriaAyam, Fowl Pox) pacta unggas. 

15) CRD (Chronic Respiratory Disease) pada unggas. 

16) Chlamidiosis (psittacosis, Ornithosis) pada unggas. 

17) Gumboro, yang menyerang unggas. 

18) Infectious Bronchitis (IB),jenis hewan yang dapat diserang adalah unggas. 

19) Infectious Laryngotracheitis (ILT), pada unggas. 

20) Kolera Ayam, yang menyerang unggas. 

21) Koriza (Snot, Infectious Coryza) pada unggas. 

22) Lymphoid Leukosis (LL) pada unggas. 

23) Marek (Marek Disease) pada unggas. 

24)Tetelo (NDlNewcastle Disease, Avian Pneumoencephalo myelitis), jenis 

hewan yang dapat diserang adalah unggas. 
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E. Kerangka Pikir Penelitian 

Nugroho (2004) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak 

lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 

dua pilihan Iangkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 

program-program atau meIalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. 

Rabies adalah penyakit daftar B pada Office International des Epizooties 

(OlE) yang penting dari aspek sosio ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Kebijakan memberantas rabies dilaksanakan dengan alasan utama perlindungan 

kehidupan manusia dan mencegah penyebaran ke hewan lokal dan satwa liar. 

(Ditjen Peternakan, 2007). 

Dalam upaya menangguIangi bahaya rabies secara nasional maupun pada 

daerah tertular di seluruh wilayah Indonesia, perIu adanya sistem regulasi atau 

perundang-undangan yang digunakan sebagai payung hukum bagi pengambil 

kebijakan atau implementor dalam mengatur jalannya proses kebijakan, sistem 

regulasi secara hirarki harus memiliki keterkaitan dan hubungan dengan maksud 

dan tujuan kebijakan dalam hal ini yang terkait dengan rabies. 

Program kegiatan dalam rangka penanggulangan mbies di seluruh daerah 

tertular di Indonesia pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan standar nasional 

yang mengacu pada kebijakan umum pengendalian dan pemberantasan rabies 

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat JenderaI 

Peternakan dan Keseltatan Hewan diantaranya : vaksinasi massal, sosialisasi, 

surveilens, pengawasan lalulintas temak, dB. 
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Pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui dinas teknis 

pada prinsipnya hanya melaksanakan program yang ada disesuaikan dengan 

kondisi wilayah dan ketersediaan anggaran daerah dalam menunjang pelaksanaan 

kegiatan dimaksud dengan menggunakan strategi kebijakan dalam upaya 

mencapai hasil yang maksimal. 

Dalam pelaksanaan kebijakan maka perlu dilakukan strategi yang baik dan 

terarah, dalam proses pemberantasan rabies perlu dilakukan dengan menjalankan 

gabungan atau kombinasi strategi. Penjabaran dari setiap strategi hams mengacu 

pada pedoman yang sudah ditetapkan sehingga arah dan tujuan dari pelaksanaan 

program kegiatan dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud 

dan tujuan kegiatan itu sendiri. 

Keberhasilan program dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kota Ambon dalam proses penanggulangan rabies tidak bisa terlepas dari 

dukungan banyak pihak yang tumt membantu khususnya dalam pelaksanaan 

teknisnya di lapangan, hal ini dikarenakan bahwa permasalahan yang dihadapi 

khususnya dalam proses penanganan kasus rabies ini cukup kompleks sehingga 

perlu adanya kerjasama pihak-pihak yang berkompeten guna menunjang kegiatan 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan 

penanggulangan rabies di Kota Ambon sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

George C. Edwards III (1980) dimana implementasi kebijakan dapat dipengaruhi 

oleh falctor -falctor antara lain: 

1. Komunikasi 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan­

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 
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pencapaian tujuan kebijakan. Perlu adanya kejelasan, ketepatan dan kecukupan 

dari sebuah kebijakan untuk dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana 

agar dapat sampai kepada target sasaran. 

Dukungan aktif dari masyarakat adalah bagian penting dari upaya 

pembebasan rabies. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan kampanye publik 

yang intensif melalui media yang dianggap efektif. Masyarakat hams 

diinfonnasikan mengenai aspek kesehatan masyarakat dari rabies, keperluan yang 

berkaitan dengan kampanye pengendalian, dan pemberantasan tennasuk 

pelaporan kasus penggigitan, hasil yang dicapai dan hal-hal lain yang menarik 

perhatian masyarakat. (Diqen Petemakan dan Keswan, 2007) 

2. Sumberdaya 

Sumber daya manusia pt:tugas pelaksana teknis sangat diperlukan dan 

perlu didukung dengan fasilitas penunjang baik itu dalam bentuk sarana prasarana 

maupun peralatan teknis. 

Dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan rabies di Kota 

Ambon perlu adanya dukungan dana yang cukup oleh pemerintah daerah melalui 

APBD namun perlu di ingat bahwa karena rabies ini sudah menjadi wabah 

nasional maka perlu perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah provinsi. 

3. Disposisi atau Sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
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pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami banyak masalah. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Dari acuan diatas maka dapat di buat Skema Alur Kerangka Pikir 

Penelitian sebagai berikut : 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
 
PENANGGULANGAN RABIES
 

SISTEM REGULASI/DASAR HUKUM
 

STANDAR STRATEGI
 
KEBIJAKAN . PEIAKSANAAN
I 

FAKTOR-FAKTOR YANG TURUT 
BERPENGARUH 

I Komunikasi I Sumberdaya I Disposisi I Birokrasi I 

KEBERHASILAN PROGRAM 
(Penurunan Jumlah Kasus) 

Bagan 3.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BABIn
 

METODOLOGI PENELITIAN
 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian " Analisis Implementasi 

Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon" adalah sebagai berikut : 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan 

analisis Deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah instrumen kunci, dengan teknik pengambilan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. 

Melalui metode penelitian kualitatif ini peneliti berharap mampu 

mengungkapkan berbagai pertimbangan yang dipakai oleh policy makers dalam 

menetapkan kebijakan penangulangan rabies di Kota Ambon sehingga pada 

akhimya mampu mendiskripsikan bagaimana proses pengimplementasian 

kebijakan tersebut. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah instansi/lembaga pemerintah berkompet~n 

yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan penyakit rabies di Kota 

Ambon. Responden adalah pimpinan dan pejabat teknis pada Instansi/Lembaga 

yang berkompoten dan stakeholder yang terlibat dalam proses dimaksud, antara 

lain: Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota 
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Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Stasiun Karantina Pertanian Klas I 

Ambon, Laboratorium Keswan Tipe B Passo Ambon. 

C.	 Teknik Pengumpulan Data 

RespondenJinforman yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak­

pihak atau orang-orang yang terlibat langsung dalam program penanggulangan 

dan pemberantasan rabies di Kota Ambon. Satuan KeIja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang secara teknis menangani langsung kegiatan ini adalah Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. 

Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara 

narasumber/informan yang dipilih secara purposive, antara Jain: 

].	 Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan yang telah diJakukan 

dalam proses penanggulangan rabies digunakan wawancara dimana 

peneliti langsung mewawancarai pihak-pihak yang berkompoten dalam 

proses dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar surnber informasi yang 

diperoleh dapat dipakai sebagai sumber data yang akurat karena informan 

memahami betul maksud dan tujuan penelitian serta permasalahan yang 

teIjadi sesuai dengan topik penelitian yang di angkat. 

2.	 Untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang kasus rabies di Kota 

Ambon diperoleh melalui data sekunder seperti data: sebaran penyakit 

rabies, rekapitulasi hasil vaksinasi dan perkembangan kasus rabies untuk 5 

(lima) tahun terakhir, peraturan-peraturan, serta data lainnya yang relevan 

dengan program dimaksud yang diperoleh dari dinas/intansi terkait yang 

berkompeten dalam program penanggulangan rabies. 
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D.	 Prosedur Pengolahan Data 

Analisis dimulai dengan melakukan kunjungan atau pengumpulan data 

pada instansi/lembaga dan organisasi terkait yang secara langsung terlibat dalam 

program penanggulangan rabies di Kota Ambon untuk mendapatkan data dasar 

untuk menganalisis situasi berdasarkan data dari waktu ke waktu. 

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikelompokan 

dalam indikator-indikator penelitian, kemudian digali secara mendalam mengenai 

proses pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan yaitu kebijakan dalam 

pengendalian dan pemberantasan rabies serta menganalisis faktor-faktor yang 

turnt mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. 

Kemudian data-data yang ada diuji kembali melalui cross check dengan 

keterangan masyarakat/pejabat desa yang dilakukan dengan observasi langsung di 

lapangan dalam hal ini pada daerahllokasi yang pemah dinyatakan sebagai daerah 

endemik penularan rabies untuk melihat kondisi rill yang terjadi sebelum maupun 

sesudah kebijakan dilakukan. 

Setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang berkompoten dan 

kesesuaian data dengan kondisi rill di lapangan maka dilakukan telaahan secara 

mendalam dan mendetail setiap indikator yang ada. UNIV
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BABV
 

SIMPULAN DAN" SARAN
 

A. Kesimpulan 

Dari hasil temuan dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain: 

I. Implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kota Ambon 

Pelaksanaan telmis kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan 

Kehutanan KOla Ambon dengan mengacu pada Peraturan Walikola Ambon 

Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di Kota 

Ambon melalui program kegiatan antara lain: 

a. Pembentukan Tim Koordinasi (Tikor) 

Untuk memperlancar jalannya proses kegiatan pengendalian penyakit 

rabies di Kota Ambon dengan berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 

05 Tahun 2007 pada Bab V pasal 9 maka dibentuk Tim Koordinasi 

Pembebasan Rabies Tingkat Kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah 

kelja, antara lain; (1) wilayah Kota Ambon, (2) wilayah Kecamatan Sirimau, 

(3) wilayah Kecamatan Nusaniwe, dan (4) wilayah Kecamatan Teluk Ambon 

Baguala. 

Tugas utama Tikor Kota Ambon adala!t memberikan pembinaan dan 

asistensi kepada Tikorcam serta me lakukan pengawasan Ialulintas temak dan 

melakukan penutupan daerah tertular rabies melalui kewenangan yang ada. 

Kehadiran Tim Koordinasi yang dibentuk pada setiap kecamatan bertujuan 

guna mempersernpit rentan kendali dalarn proses pelaksanaan kegiatan 
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dilapangan serta mempermudah pengontrolan yang terjadi pada wilayah 

. . 
maslng-maslng. 

Dalam pelaksanaan tugasnya selama ini tim koordinasi tingkat 

kecamatan yang dibentuk belum bekerja secara baik dan kurang aktif dalam 

memberikan masukan dan laporan perkembangan pada masing-masing 

wilayah keJjanya, hal ini diakibatkan karena masing-masing Tikor yang telah 

dibentuk tidak menjalankan tugasnya dan tidak melakukan koordinasi dengan 

dinas teknis. 

b. Sosialisasi Kepada Masyarakat 

Dalam proses penyampaian infonnasi kepada masyarakat di Kota 

Ambon, pemerintah daerah melakukan keJjasama dengan media penyiaran 

yaitu TVRJ Stasiun Ambon guna penyampaian infonnasi dan himbauan 

kepada masyarakat tentang bahaya rabies serta cara-eara penanggulangan dan 

antisipasi terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR). 

Pemerintah Daerah Kota Ambon juga melakukan sosialisasi dan 

penyampaian infonnasi tentang pentingnya pengetahuan tentang rabies 

melalui lembaga-Iembaga pendidikan dalam hal ini pada sekolah-sekolah 

maupun perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang 

ada di daerah ini, selain itu sosialisasi dan penyampaian infonnasi juga 

dilakukan pada tempat-tempat ibadah seperti di gereja dan masjid kepada 

umat atau jemaah yang melaksanakan ibadah atau sholat berjamaah. 

c. Vaksinasi terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR) 

Vaksinasi dilalrukan guna memutuskan mata rantai penularan penyakit 

rabies. 
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Sasarannya mengantisipasi penularan rabies di Kota mallpun Pulau 

Ambon. Pulau Haruku. Pulau Saparua dan Plilau Nusalaut serta Kabupaten 

Malukll Tengah. Kegiaran vaksinasi dilakukan dengan mendalangi salU 

persalu rumah warga kemudian memberikan sedikit pengarahan, pendataan 

dan kemudian vaksinasi. Metode mendatangi warga dari rumah kerumah 

sampai saat ini masih diterapkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang 

masih rendah. Meskipun sudah didatangi tanpa dipungut biaya (gratis) banyak 

dari masyarakat yang tidak mau anjingnya divaksinasi. 

Secara umum dapat kita katakan bahwa cakupan hasil vaksinasi tahun 

2012 ini tidak lebih baik dibanding tahun 2007, 2008 dan 2009 namun sedikit 

lebih baik jika dibandingkan pacta tahun 2011. Sedangkan pacta tahun 2010 

datanya tidak dimasukan karena vaksinasi tidak dilakukan diseluruh 

kecamatan tetapi hanya diJakukan pacta 3 (tiga) desa saja yaitu desa Wayarne 

Kecamatan Teluk Ambon, Desa Passo Kecamatan Baguala dan Desa Soya 

pada Kecamatan Sirimau. 

Dari hasil perhitungan akumulasi prosentase kegiatan vaksinasi HPR 

dari Tahun 2007 sid 2012 yang dilaksanakan yaitu 56,9% belum memenuhi 

standar cakupan vaksinasi yang telah ditetapkan yaitu 70% sehingga dapat 

dikatakan program vaksinasi HPR di Kota Ambon belum maksimal. 

d. Pengawasan serta kerjasama dengan instansi terkait 

Pengawasan lalulintas temak bertujuan untuk mencegah masuknya 

hewan ternak dari dan keluar daerah serta untuk mengantisipasi 

penyelundupan temak yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang 

dilakukan pada tempat-tempat pemasukan resrni yang ada di Kota Ambon. 
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Untuk pengawasan lalulintas termk. pelaksanaan dilakukan pada 

pelabuhan but yang ada di KOla Ambon dengan melibatbn staf Dinas 

Pertanian dan Kehutanan dengan melakubn koordinasi dan kerjasmna dengan 

petugas karantina hewan pada Kantor Karantina Pertanian Klas! Ambon. 

2.	 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan rabies di Kota 

Ambon 

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi kebijakan penanggulangan 

rabies di Kota Ambon antara lain: 

a. Komunikasi 

Secara umum dalam kejelasan, kecukupan, ketcpatan informasi yang 

disampaikan pemerintah daerah mela!ui dinas teknis lewat sosialisasi dan 

kampanye melalui media cetak maupun elektronik kepada masyarakat sudah 

baik namun sebagian kecil saja dari masyarakat yang belwn mengerti dar. 

memahami tentang rabies, hal ini karena informasi yang disampaikan tidak 

sampai akibat kurangnya sumber berita yang bisa diakses dan terbatasnya 

sarana informasi yang ada. 

b. Sumberdaya 

Ketersediaan sumberdaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

pada pelaksanaan teknis dilapangan selain sarana prasarana seperti 

ketersediaan vaksin dan laboratoriwn kesehatan hewan. Sampai dengan saat 

ini di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon masih sangat minim 

tenaga teknis baik itu paramedik petemak:m maupun dokter hewan sehingga 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan rabies kurang maksimal. 
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Alokasi anggaran melalui APBD Kola Ambon masih kurang dan belum 

mencukupi kebutuhan khususnya dalam mcnunjang kegiatan operasional 

penanggulangan rabies di Kota Ambon schingga pelaksanaan tcknis belum 

maksimal terutama dalam membiayai pelaksanaan kegialan vaksinasi dan 

pengawasan serra surveilans pada daerah-daerah tertular. 

c. Disposisi 

Sikap perilaku dari pelaksana dalam me\aksanakan tugas dan tanggung 

jawab cukup kuat dan memiliki komitmen yang tinggi, hal ini dapal 

dibuktikan dengan adanya kemauan dan komitmen dari Kepala Dinas dan 

sduruh staf untuk terus melaksanakan program kegiatan teknis walaupun dari 

sisi anggaran sangat terbatas. 

d. Struktur birokrasi 

Legitimasi birokrasi dengan mengaeu pada kewenangan yang diberikan 

dalam melaksanakan tugas teknis kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota 

Ambon sceara langsung tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 

2007 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di Kota Ambon. 

Standard Operational Prosedure (SOP) penanggulangan rabies di Kota 

Ambon maupun pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya 

memiliki SOP yang sarna yaitu berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian Pertanian Rl melalui Direktorat Jenderal Petemakan dan 

Kesehatan Hewan. 
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B.	 Saran 

Dari apa yang lelah dibahas dan disimpulkan maka dapal disampaikan 

beberapa saran masukan sebagai rekomendasi kepada pemerinlah daerah sebagai 

pelaksanan kebijakan guna dapal diperhatikan dan ditindaklanjuti : 

I.	 Ditingkatkan partisipasi dan kerjasama yang baik antara Tim Koordinasi 

baik di tingkal daerah maupun kecamatan agar lebih berperan al1if dalam 

kegiatan baik itu sosialisasi kepada masyarakat dalam wilayah masing­

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pencapaian target 

yang telah ditetapkan yailu penurunan jumlah kasus serta pemberantasan 

wabah rabies di Kota Ambon dapat terealisir sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2.	 Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam pengalokasian dana 

melaJui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon 

dalam membiayai pelaksanaan program kegiatan karena akibat kurangnya 

anggaran dalam membiayai kegiatan maka akan berakibat pada hasil yang 

dicapai tentunya akan tidak maksimal. 

3.	 Perlu adanya perhatian pemerintah daerah melalui penyediaan tenaga 

teknis yang memadai dalam meJaksanakan tugas operasional agar program 

kegiatan penangguJangan dan pemberantasan rabies di Kota Ambon dapat 

beJjalan sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan dengan 

melakukan perekrutan tenaga teknis melalui penambahan formasi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah guna memenuhi kebutuhan yang ada. 

4.	 Perlu ditingkatkan peJayanan secara terarah dan menyeluruh daJam 

pelaksanaan kegiatan vaksinasi terbadap Hewan Pembawa Rabies (HPR) 
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agar target minimal yang diharapkan yaitu 70% dari total populasi HPR 

dapat terpenuhi. 

5.	 Ke~jasama Hntas sektor dengan intansi teknis terkait agar lebih 

ditingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik sehingga 

pennasalahan-pennasalahan teknis dilapangan c1apat diatasi. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber	 : Ir. Jhon Tupan 
Jabatan	 : Kepala Dinas Pertanian dan Kehulanan Kola Ambon 
Alarnal dan No. Hp.	 : Distanhul Kota Ambon. HP : 085243556765 
Tempal Wawancara	 : Kantor Distanhul, Lt.II Kantor Walikota Ambon 
Tanggal Wawancara : 06 Oktober 2012 
Waktu Wawancara	 : Pukul 14.00 WIT sid 14.55 WIT 
Pewawancara	 : Dominggus Kastanja 

HasiJ Wawancara 

1.	 Pertanyaan : Apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Kota Ambon melalui Dinas Pertanian dan 
Kehutanan dalam penanggulangan rabies di Kola Ambon? 

Jawaban : Kami sebagai dinas teknis yang dipercayakan untuk 
melakukan kegiatan teknis dan program pencegahan dan 
penanggulangan rabies berdasarkan pada Peraturan 
Walikota Nomor 05 Tahun 2007 tentang pencegahan dan 
pemberantasan rabies di Kota Ambon 

2.Pertanyaan : Berapa besar anggaran daerah yang dia10kasikan mela1ui 
dinas daIam program penanggulangan rabies? 

Jawaban : Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan rabies di 
Kota Ambon. sudah beberapa tahun ini alokasi anggaran 
dari pemerintah daerah yang diberikan kepada kami 
sangat minIm, namun kalau kita melihat pada 
keterbatasan ini maka tentunya kegiatan ini tidak akan 
berjalan dengan baik, namt:n dengan keterbatasan dana 
yang ada komi upayakan memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan 
rabies di daerah ini. 

3.Pertanyaan	 Apa saja kendala yang dihadapi selarna ini khususnya 
daIam program penanggulangan rabies? 

Jawaban : Dari sisi anggaran sangat kami rasakan di>nana dalam 
membiayai operasional kegiatan di lapangan sangat 
terbatas sehingga sering kami memberikan support 
kepada sta!untuk terus bekerja 

4.Pertanyaan	 Bagaimana penilaian hapak tentang kondisi penyakit 
rabies di Kota Ambon sampai saat ini ? 

Jawaban : Kalau dengan papulasi alifing yang ada sampai dengan 
saat ini berjumlah 10.000 ekor lebih maka kalau kita 
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5. Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaba;, 
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asumsikan jumlah anjing betina separuh dari jumlah tolal 
tersebul dengan rala-rata salu lahun bisa melahirkan dua 
kali saja dengan tiga ekor anak an;ing unlllk satu kali 
beranak maka dapal dihilung perlambahan populasi dalam 
setahun sekitar ]O.OO{) ekor. Dapm kita bayallgkan berapa 
populasi lmtuk lima tahun mendatang seperli apa dan kalau 
sebagian lelah terinveksi rabies maka akan sulit 
dilanggulangi. 

: Dengan populasi anjing yang ada sekarang 101 apakah 
bisa untuk ditanggulangi? 

: Kami optimis semua ini dapm diatasi kalau ada 
kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya 
penanggulangannya terutama dukungan masyarakal. 

: Seberapa besar harapan yang ingin dicapai dalam upaya 
penanggulangan penyakit rabies? 

: Kami berharap agar program yang teiGh kami laksanakan 
selama ini akan mampu memberikan kontribusi yang 
positij terutama dalam menurunkan jumlah kasus gigitan 
rabies. 

Selain dari kegiatan-kegiatan yang sl'dab dilakukan, apa
 
kah ada kebijakan lain yang ingin dilaksanakan
 
khususnya dalam penanggulangan rabies?
 
Untuk semenlara waktu kami masih melakukan program
 
kegiotan yang sudah ada sambil melihat perkembangan
 
yang ada untak dievaluasi baru kami akan melakukan
 
langkah selanjutnya
 

Berapa banyak petugas yang diturunkan dalam
 
pelaksanaan kegiatan terutama dalam program pendataan
 
dan vaksinasi?
 

: Sesuai dengan tupoksi yang ada maka pelaksanaan telmis 
keg/alan khususnya dalam program kegiatan 
penanggulangan penyakit temak menular diberikan 
kepada bidang petemalran, sehingga petugas telmis 
dalam keg/alan ini banyak dilibaJkan petugas atm. 
paramedic petemakan yang ada, ka1au ada kekurangan 
baru/ah dilibalkan petugas dari bidang lain. 

Apakah selama 101 dalam pelaksanaan telems 
penanggulangan rabies sudah dilaksanakan sesuai standar 
prosedur yang ditetapkan? 

: Kegiotan yang komi lakukan diantaranya adaIah 
melakukan pendataan HPR, sosialisasi kepada 
masyarakat, dan vaksinasi massal telGh lakukan sesuai 
standar prosedur khususnya vaksinasi massal komi 
berpotokan pada pedoman umum vaksinasi massal yang 
dikeluarkan oleh Dirjen Petemakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian R1. 
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\knllrln B~r;Jk ap.lkah Tim K(l\m..!il1~bi ,~n~ Jihenwk 
~dal1l;j in. bcr:ia Ian ~th.1 d'. 
\'cill~ /('!'hCHlllk-II,' (l rilll I\OO,..Ii'lu,-, ""!.'.!.~tli "'010 IIJIAn" 

dun !a!1laJ ~r'iii - \£l1JIjJll/ ,ekunmg kilTon,!!. ,';([~!. Nil! ini 
karl'l/u 't'lIa!, ..:(h: kl'lt:di::.': lll,:!; ka'~t' Tchfe\ !ung_\lul,!! 

dilwIggrdwrgi uleh m\lWlsl {('kills \1..'hinR,f:!,a lligas tim 

/1Onyu mt'1JdL1J>af;~tlil /(/ponm ;"ajll 

Ambon. [)6 Okloh.=r 2012 

>-411m~L
 
/ \(~
 

i /t/·~
 
Ir. Jnon ruPan 
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2. Pertanyaan 
Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 
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TRANSKRIP lUSII~ WAWANCARA 

: Ir. Adonia Gerrits 
: Kepala Bidang Peternakan 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
 
: 11. Terminal Mardika Ambon. HP: 081343010703
 
: RPH Mardika
 
: 08 Oktober 2012
 
:PukullO.15WITs/dlL20WIT
 
: Dominggus Kastanja
 

: Apa jabatan Ibu sekarang dan sudah berapa lama? 
: Soya menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada
 

Dinas Pertanian dan Kehutanan sejak tahun 20J0
 

: Tugas pokok dan fungsi bidang peternakan apa saja? 
: Komi meJaksanakan tugas dan fungsi-fungsi petemakan 

diantaranya adalah pemberian izin pembukaan usaha 
petemakan, pengawasan, penanggulangan dan 
pemberantasan peTlJ'akit temak menular dan kesehatan 
hewan, pengelr..lalaan Rumah Potong Hewan, dll 

Dalarn proses penanggulangan penyakit ternak menular 
seperti penyakil Rabies selarna ini apa kegiatan teknis 
yang sudah dilakukan bidang peternakan 
SeJama ini kami telah melakukan upaya pencegahan 
melalui kegiatan pendataan dan vaksinasi massal bagi 
HPR khususya anjing yang dilaksanakan merata di 5 
kecamatan yang ada di Kota Ambon dengan system door 
to door. 

Bagaimana hasil yang dicapai dari pelaksanaan vaksinasi 
massal tersebut? 

: Data hasil vaksinasi massal dapat dilihat pada laporan 
yang sudah komi buat dalam format yang nanti komi 
berikan, dan laparan itu sudah sangat lengkap karena 
komi SUSWl secara mendetail dari masing-masing pemilik 
anjing MUlai dari nama pemilik. nama anjing. umur, serta 
alasan yang tidak mau anjingTl)'a divaksin. 

Dalarn pelaksanaan vaksinasi kendala apa saJa yang 
ditemui dilapangan? 

:	 BOTlJ'ak masyarakat pemilik anjing yang tidak mau 
hewannya divaksin dengan berbagai alasan karena 
bOTlJ'ak yang berpikiran bahwa apabila anjingTl)'a 
divaksin maka akan mati sehingga mereka menolok. 
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6. Pertanyaan 
.!awabal1 

7. Pertanyaan 

Jawaball 

8. Pertanyaan 
Jawabal1 

9. Pertanyaan 

JawablDl 

10. Pertanyaan 

JawablDl 

1I. Pertanyaan 

JawablDl 

Siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses \aksinasi? 
Kami melibatkal1 seluruh pegawai Ielmis dall pel/yuluh 
iru pen.vuluh pertGnian maupun pelernakull yang ado 
llntuk memhantlf do/am pelaksanaan proses rak5inosi 

: Apakah sebelum tumn Japangan. petugas diberikan 
pelatihan ? 

: Pelugas yang kami libatkan dalam kegialan ini selain dari 
petugas keswan dan veleriner kami juga melibalkaJl 
lenaga penyuluh baik ilu penyuluh perlanian maupun 
pelernakan yang ada unluk memballlu dalam proses 
pelaksanaal1 vaksinasi. dan biasanya sebelum lurun ke 
lapangan mereka selalu di kOlching lerlebih dahulu unluk 
pemanlapan tugas dilapangan 

: Berapa jumlah petugas yang diturunkan? 
: Pada Tahun 2011 jumlah pelugas sebanyak 32 orang dan 

untuk lahun 2012 ini komi menurunkan 50 orang pelugas 
ylDlg lersebar dalam 5 kecamalan yang ada di Kola 
Ambon. 

Berapa jumlah tenaga medis yang dimiliki oJeh Dinas 
sekarang ini? 
Kami bersyukur sekali karena sejak lahun 2010 kami 
sudah memiliki dokler hewml walaupun cuma satu orang 
karena selelah terjadi kerusuhan di Kota Ambon kami 
tidak memiliki dokler hewan lagi, semua sudah pindah Ire 
lum daerah Maluku. selain itu komi juga memiliki tiga 
orlDlg paramedik pelemakan. 

Apakah dengan keterbatasan tenaga yang ada 
pelaksanaan kegiatan teknis dapat teratasi? 
MemlDlg selama ini dalam pelaksanalDl kegiatan teknis 
blDlYok mengalami kendala okibat kurangnya tenaga 
medis petemakan, namun setelah ada tenaga dokler 
hewlDl walaupun cuman satu orang sudah sangat 
memblDltu khususnya dalam membackup kegiatlDl 
penonggullDlglDl rabies dan penyakit memdar lainnya 

Pelaksanaan vaksinasi massaJ terhadap HPR yang 
dilakukan khususnya terhadap anjing apakah sudah 
maksimaJ? 
KaJau dari data duo tahUl! terakhir komi rasa belum 
mencapai target minimal namun ilulah kondisi yang rill 
ylDlg terjadi, sehingga dengan demikian komi dapat 
mengevaluasi untulc lredepan dapat lebih baik lagi, 
khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi kepada 
masyarakat 
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! 3_ PL'rL1!'> :l,H"l 

Jcn I 'ohon 

,-\pahah tim \ aksina:-.i ~ ang Jlb~ntuh okh dinas seriap 
rahun mengalami p~ruhah:U) i-.~'!l1lrosi"i·? 

Tim seliaI' rohlln JJll'J7gu!mni peruf1alum Iwik ilfJJllilh 
!n:rsollil l1I11ltpUl1 komposi\i yang disesuaikcUJ denga1] 
,(:ondiq do.:r: kt'nUlNhun ,'ck1,'f ... di !apangan. 

\k".1ni5m~ pemh3gian tU~.h lim "-cpc-rtl apa': 
Kami melakllkan pelllh(/~ian llIgas t1lf:?!iw!i lima regu 
yang, dihagi pada masil1.f!.-masing kecamatmr yant:! ada di 
Kola Ambon. 

Ambon. 08 OkLober 2012 

Ir. Adonia Gerrits 
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Nama Narasumber 
.labatan 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

HasiJ Wawancara 

I. Pertanyaan 
Jawaban 

2. Pertanyaan 
Jawabafl 

3. Pertanyaan 
Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 
Jawaban 

6. Pertanyaan 

J31
 

TRANSKRIP HASIL W AW ANCARA 

: drh. Fadillah Alkaliri
 
: Kepala Laboratorium Tipe B Passo Ambon
 
: Labkeswan Tipe B Passo Ambon, HP:
 
: Kantor Dinas Pertanian Provo Maluku
 
: 22 Oktober 20 J2
 
: Pulrul 09.45 WlT sid J J.] 0 WlT
 
: Dominggus Kastanja
 

: Apa saja tugas pokok dan fungsi labkeswan? 
: Kami melaksanakan sun'ey dan pemantauan lapangan 

serla pemeriksaan sampel penyakit menular pada ternal<, 
melakukan uji lerhadap hewan menular dan tugas 
lainnya yang berkaitan dengan pemeriJcsaan dan analisa 
kesehatan hewan lernak. 

Berapa Luas wilaYlh keIja Labkeswan Tipe B Passo ini? 
: Labkeswan Tipe B Passo merupakan salah sa!u UPT 

provinsi yang secara langsung berada dibawah binaan 
Di71JlS Pertanian Provinsi Maluku yang secara otomatis 
menangani kesehatan hewan ternak dari 11 
kabupatenlkota yang ada di daerah ini. 

Apa saja pelayanan yang dilakuka.'1? 
: Karena merupakan satu-satunya leboratorium kesehatan 

hewan yang ada di Malulru yang memiliki kelengkapan 
perala/an dan tenaga medis maka seluruh pemeriksaan 
kesehatan hewan ternak dan surveilans menjadi 
tanggungjawab kami. 

Khusus dalam penanganan kasus rabies, apa saja yang 
dilakukan? 

: Untuk kasus rabies kami biasanya melakukan 
pemeriksaan sampel terhadap kepa/a anjing yang diduga 
terinveksi rabies guna memastikan apakah betul anjing 
tersebut teriwebi rabies ataukah tidal. 

: Dati mana saja sampel-sampel itu diambil? 
:	 BiDsalrya masyarakat yang membawa langsung kepada 

kami untuk diperiksa, selain itu juga dar! petugas kami 
yang turun ke lokasi maupun dari petugas dari dinas 
temu. 

DaJam pantauan selama kasus rabies yang banyak berasal 
dari mana? 
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8. Pertanyaan 

Jowahon 

9. Pertanyaan 

Ka/a/{ ~l'1I1/}i(/ lUi hdln U/\'dfilpt'l .1 ({;J~ nL',·u.\tJl don KOla 

-.Jmhon. kareflu jWl1Ipir _~i!bagw,l! he.H.'" kO.HI,\ gi:~dla}l 

leJ~i{llh ,1/ ko{u lmho/l llOm!If,' ru/u jug.a ku\u, .1'(1118 

b,N'lI."ll! dllri fUllr ,imholi .\eperlJ ,\'uumiuki. BlIrll. dUll 

\!ED 

Rerap,l jurnlah pClugJ-. ~ Zt:lg IlJa dan hC.3iapann).1 dalnm 
pela) (!nan'! 
.Jumlah pelugaJ paraml'dis yang dilugaslum poda 
LaboraJorium Kt:~lt'{J1J Tipe B Passu sebanyak 8 orang, 
pada prinsiplrya pelug,,:.,\ k'lmi .•..elulu ,\idp dcngan kvndisi 
yang ada uf1fuk melayan; ma~yarakal yang melaporkan 
kejcu./iull ka~u..', gig/fan Fobit::> JWI hiu,'£I!1} U kU1/;i minla 

agar ma.~:}'arakal van!: melaporkan kepada komi dan 
sekali7lo membmra,,!x'cimcl1 kep£l!ti ary'''!!. ll'r!J£111gka 
rabies un/uk diperiksa o/er, pelugos kllmi 

Apakah dengan jumJah petugas yang ada sekamng in; 
5udah ~ukup dalam pclaksanaan tuga:; teknisn)-a':' 
Ka/au dilihal darijumlah pelugas yan~ ada sekarang ini 
dihanJing deJlgan lupotsi yang "do (t!nlS lerang be/unl 
menclIkupi. lenifama fenaga doJaer hewan ).:ang sampa; 
sekarOI1[!; haru sarli orangpelUga.... 

Apa saja kcndala yang dihadapi daJam melaksanakan 
rugas pokok dail fungsi labkeswan'? 
KendaJanya adalah nll.1.Sih Jmrung It!II(:rga doJat!r lJe1I'all 
sehingga perlu dilambah. kemudian dari sisi operasional 
masih lerba/as dalam anggaran. Se/ama ini biaya daerah 
masih kurang sehingga pelaJrsanaan lelrni.. lerulama 
do/am meJalrlLhln tllga.~ pengaWU\Qfl dan pemerilrsaon 
a/au survelein /emak di daerah kabllparewkoIa masih 
IcrbatQ.'!o·. 

Ambon. 22 Ol.:tob"r 20 I 2 

drh. Fadilah Alkatir; 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
 

Nama Narasumber 
Jabatan 
Alamat dan No. HI'. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Hasi! Wawancara 

I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 

: dr. Thresya Torry 
: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon 
: Dinas Kesehatan Kota Ambon. HI' : 081344235577 
: Kantor Dinas Kesehatan Kota Ambon 
: 12 Oktober 2012 
: Pukul 11.25 WIT sid 12.05 WIT 
: Domingglls Kastanja 

: Apa saja tllpoksi dari Dinas Kesehatan khllsusnya 
kaitannya dengan penanggulangan penyakit rabies? 

: Secara umum dinas kesehatan meiliki tugas menangani 
mnsyarakat yang mengalami korban gigitan anjing rabies 
dengan memberikan pelayanan sedini mungkin kepada 
semua yang melaporkan diri baik di puskesmas maupun 
di rumah sakit sesuai standar prosedur yang ada. 

Apa saja kendala yang dihadapi selama ini khususnya 
dalam program penanggulangan rabies? 
Kendala yang kami hadapi selama ini adalah kurangnya 
anggaran dari pemerintah daerah teruJama dalam 
membiayai operasional kegiatan diantaranya penyediaan 
dan pengadaan vaksin bagi pasien kasus gigitan rabies. 

: Berapa besar anggaran daerah yang dialokasikan melalui 
dinas dalam program penanggulangan rabies? 

:	 Alokasi anggaran yang diberikan kepada kami hanya 
sebesar Rp400 juta lebih untuk tamm 201l. Padahal, 
setiap orang yang lerkena gigilan anjing horus mendapat 
vaksin sebanyak empat kali suntikan. vaksin ini memang 
dapat dibeli di luar tanggungan Pemerintah Kota Ambon, 
hanya soja terlalu mahal yakni sekitar Rp600.000 per 
empat kali suntikon Karena itu, dalam usulan tahun 
2012 diajukan lagi besaran dana yang ada dengan 
perhitungan jumlah kasus gigitan di kaki dengan empat 
kali suntikon dengan asumsi setiap pasien mendapal 
suntikan vaksin sebanyak empat kalL Jodi kalau kasus 
gigilan lahun 20ll sebanyak 1.047 dikalikan empat maka 
komi membutuhkan vaksin untuk tamm berikutnya 
sebanyak 4.188 kali suntikan 

:	 Apa yang dilakukan dalam menyikapi keterbatasan 
vaksin yang ada? 
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.ft./lI aban 

6. Pert"n) ann 

7. Pertan~aan 

JUH-'l1ban 

8. Pe:rtanyaan 

Jlm·oban 

9. FcrtanY3llJl 
./(m'ahun 

!lfuA if il iituku )L iiI/ft' /hi.,i:..'fi .j lill.,::!- Jljn?f~hlj kurhan 
gigllon anjing yal1g didJIgO r(linn H~hdllf1l dJ/okrtkan 
rnk,'il7iJSI ku'ni per/n IIN>!!{/a/,fllku', hi/lora}., rC~J1!; ho~jl 

pen/~rik."-lIUn /ubOr£I!tH'/lInJ 

h.cnapa \-akSlnasl dllakukan sctelah diJakukan 
pemo;:rik:'.lln laborat~-'rium'.) 

Hul illi dilakukar! duhJJ1! rungku ~11\iefJ!Ji l'Uk~i'l dan 
mengllrangi resiko l'lIng lerjadi sehingg£l kami fidt.1k 
sekcJ£lr me!ak"AufI l'uksin 11InplI meng~ulhlri upukuh 
korbal1 lersehlll dig(f!il oleh al!iinF! yang posilff rabies 
olOukllh lidnk. 

DaJam pdaksanaan vaksinasi anti rabit:s apakah pelugas 
kesehal1lJ1 telah dibekali secara khusus·? 
Jlemang kalau unlllk [Xlldnganan rabies klllIsu.\u.l"a 
pelllga.... k[lmi plJda plI.-.kt'sma.\· yal1? ada pada daerah 
endemic rabies kami memherikon pembekultnl HIU.'w". 
dalam pcnanganan rahie_". 

: Apakah di sctiap puskcsmas yang ada tclah mcmiliki stok 
vaksin ami rabies yang cukup? 
J,fengin}!Ol kurangnya slok vak\';n yang ada pada kOllli, 
maka un/uk. penyediat:tll slOk di pu...kesmas di priori/aston 
bagi pIIsJcesmas yang ada pada tle.fiG atuu If,'ifayah .l'ang 
rowan milO'. .sedal1gkun bagi puske.~nlas yang (kin pat:ia 
u'ila.,\.'uh Yim/{ kllraflg rowan dapa/ di...e,'iilloikon del/gan 
kondisi. 

: lJntuk dD.ta pasicn korban yang ada apakah sudah terkover 
sesuai laporan dan mac;ing-mac;,ing puskesmas? 
Data ~vang ada !uuni dopa/tan herdasarlcan Joporan 
setiap J'uskesm~ mUl/pun data korban yang melakllkan 
penf{obatan langsung pada rumah .<aldl. pada prinsipnya 
lcami meJaporlcan ~n:!illai keaadan pada masing-masinK 
dueruh peluj.'wJQn yang ana daJam jangkauan tam;. 

: Bagaimana hubungan koordinasi dengan dinas lcrkait? 
Hubungan koordinus; tlengun dina') t~knis .'itdumu in; 
cutliP naile tenttama dalam ranglco meJaJcuJcan sosialisao;; 
dan infomlarl kepada masyarakat secaru bersallla-sama. 

Ambon, 12 OklOOer 2012 

NaraS\lI.nbcr• 

..J -"'V..f/C­
\ .... : . 

dr. Thres)'a Tony 
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Nama Narasumber 
Jabatan 

Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawaneara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawaneara 
Pewawaneara 

Hasil WawaneaTa 

I. Pertanyaan 

Jawaban 

2. Pertanyaan 

Jawaban 

3. Pertanyaan 
Jawaban 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

Jawaban 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

: IT. Djasmin Badjak 
: Kepala Bidang Petemakan 

Dinas Pertanian Provinsi Malllkll
 
: JI. Tanah Tinggi Ambon. HP : 081343278099
 
: Kantor Dinas Pertanian Prov. Maluku
 
: 22 Oktober 2012
 
: Pukul 10.05 WIT sid 11.00 WIT
 
: Dominggus Kastanja
 

Apa saja program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas 
Pertanian Provinsi dalam program penanggulangan 
rabies? 

: Program vaksinasi massal lelah kami laksanakan 
khususnya di Pulau Ambon karena merupakan daerah 
endemis yang horus dilangani secara serius. 

Apa saja kendala ylUlg dihadapi' dalam penanggulangan 
rabies di Provinsi Maluku? 

: Kendala ulama yang dihadapi adalah kurangnya lenaga 
leknis dokter hewan yang ada di daerah ini sehingga 
pelaksanaan kegialan lidak berjalan maksimal. 

: Berapa jumlah dokter hewan yang ada di Provinsi 
:	 Sampai dengan saal ini kami baru memiliki 2 orang 

dokter hewan karena sebagian besar lelah meninggalkan 
daerah pada saal konjlik social beberapa waktu lalu 

Herapa jumlah tenaga dokter hewan yang dibutuhkan di 
Maluku? 

: Unluk seliap kabupalen/kola di Maluku harus 
dilempalkan dua lenaga dokter hewan karena merupakan 
pinlU mosuk utama, guna anlisipasi masuknya wabah 
penyakil hewan, sedangkan di Ambon dan Dinas 
Pertanian Maluku harus tersedia liga orang dokter 
he>4'an. Dengan rasio penempatan lenaga dokter hewan 
seperti itu, maka berbagai kasus perryakit yang 
menyerang hewan peliharaan dan lernak milik warga 
dapat segera dialasi. 

Bagaimana peran serta Pemerintah Daerah Provinsi 
Maluku dalam menyikapi permasalahan ini? 

: Komi sudah berupaya untuk merekrut tenaga dokter 
hewan melalui pengusulan lewal jormasi CPNS daerah, 
namun lulusan lenaga dokter hewan yang ada sangat 
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~<H'IA/f '/illI 1101111'/1" II,IIIA lido! \(/1/ ....: 1I11!!1 l/lt·lld~!II(tI· .1"11 

~."h'fgllJI! ht'\rf/" !I"/JI.~'II /l1;!!( lulll\tfll '/"kl.'1" 1"'11'011 nl!1:~ 

;/110 "l''-II\{/I ,11/1"1 Ilfw \/JI/H/"If ,,-Iuug::' 1 III"/i·/..U 1"JlI1II 

\l'h"lIlw "WI .\,'It'lUIt /11/ O"/l'rt'J'll k("mb"Ji Ai' dUi'rah 

1I}"\II1,!.~-lIlil\II!,t~ ,110/1 fII.'U.t:tI·UJI: \lI;JI1/f ",In 

Ikr;lp.1 ,il"h..t .... i .1I11!~';1I·,11l ~.I11;.! dlhL"rik;ill ~hll"lhll::1 d:dalll 
I'nl"_'~ ~·t1~lII~~W~H! r ~Ihil,." di t\ bluku'.' 
".,J.1tq llH~.~I,r,/H '·III>1.'~ ,/I/Jor.'rll"/fI~'''' J"',II' ,'.'IIlU/,C<lHt'" 

1'01.,,\,,\ dt .\101u"'ll .w/lima UII \cmg,lIl('rhOICI\, tIIllu'" I )il/ch 

1'.'I·/uJJiluJ /·r"n'1I.,j ,\ltllllA"/i ,\dia/~ la/nUl h,'r\'tlricl.\i dall 

tli\{'.\utlikllll t!t'II,l!.(m A,,.,,di\j I'lldo II tlklll illI \I'hill,l!ga 

/11·mhcl,t.!..i(/J/ IIH,CJ!."nm A01ll1 "-"lUiluIII d('ll.'!.i'" ~I,J,HllIlltlll 

rOf;g nwm/(',\ok. 

}\, ir~I .. ~ir.1 UJllll~ ~l'~iilt;Ul ~lpa ..... ~j ..l ",> 

I "III/" l'I'mlwlll'If I "k\JJI .Iull ~1-,i!,ill"nJ :"~III\ Il/;I/llnl 

"'pCI''' 1'('1,,"IIII1/UIII dtlll \t1.\iuli.\lIsi. 

IJ"lg.aim ..m;l IluhulIgall ~,Ul~ uilil~u~t1" ,,'I"4il"l ill; l,kllg\tn 
Dill", 1)l;r1i:ltli;1I1 ~hln J..:L-hulanall t\.'ll~i ..\"1~H1 I,t..lI~lm 

progrnm pt:nan~~L1langJ.lII r;.Ihil:''! 
;...·"IIIi .... l .. llIlru IcflordiJuilor </i /'ro\';'I\; h'III",~nl dtl/t/III 

m(p'ak'·wwkt.1II IlIgU" ..'vltllll IJw/ulwkllIl koo"'/IIU/"I tlrll,l:.pn 

~Ohlll""'(l'Il kOla youX (/(/a lli .!o("nlh II/i, dululII 
1,,·/~,J."fI"JlIIIprflgnnn kl·.~~iflhl1ll't'IIlIll.1~~"/,,n,'!I'"r.,/lh'.\ iii 
.\la/llk,' Y'IIIR malla kl"lrl'llIlt", in" kOla I".Ol·;,.,\i tU/(( di 

.'IIInoll nlll}! /1I('lIllUlI .It/eTa" l'/ltlcmh" robh·.\ \'(·JIIII.\!.t!.1J 
/"'rln lII':IIt/al,UI 1)(:t-ItUIIIJII "(·rlll.... 

nagaimunll hubulI~all \"mll~ tlililkuk.i111 sdmna in; tlcn~an
 

I)ina~ PCrlania,a d~111 t.:. ..·hUli.II1;J1I ,,"'oW ,\mtxll1 J~lhim
 

rrogrlJlU p,mang.gul~infH111 r:toit:,-!
 
f\'.WI; .\"(·/~Ikll l;fHirtlilUlhn' ,It r/'t/~'",,\i /('IIIIII~' " 1/0/"'"
 

lIu·lak,..",,,,kcm 11I}.~tl,\ ,\('/a/a (1/I'/CI!WKOll koordiulI.vi d{'lI~/'" 

Kal"'I't1It·" kllta .' an,\!. ,,,I,, IIi '/"..-n.II, 1111, tlalilm 
/"-/,,lc.liwHum I,ry/~,."m 1c(·,I.;,i,,'uN /il l lUJtJ,,(:.1IltlJI.C"" rllhit',\· ,Ii 
\llIllIkll Y"".1: 1111111(/ kl'bcIII/all Ih" ;",~hl 11(fwill.\i aef" ,II 
Amholl ."",,~ II/("I{i,uli cI"erah em"'",;e rlihit.'\ ''''CltJlIW!.(I 

I'erlll mt',uhlptl'IIt·,.j""i,1II .....',.;"\. 
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Nama NaraslImber 
Jabatan 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 

I. Pertanyaan 
Jawabal1 

2. Pertanyaan 

Jawabem 

3. Pertanyaan 
Jawabem 

4. Pertanyaan 

Jawaban 

5. Pertanyaan 

JawablD1 

6. Pertanyaan 

TRAJ"<SKRIP HASIL WAWANCARA 

: Daniel TlIpamahu
 
: Korban gigitan anjing rabies
 
: Kelurahan KlIdamati - Ambon HP :
 
: Rumah Narasumber
 
: 21 Oktober 2012
 
: Pukul 12.15 WlT sId 13.05 WlT
 
: Dominggus Kastanja
 

: Apakah saudara pemah menjadi korban gigitan rabies" 
Benar. saya pada lahun 2009 pernah digigil oleh anjing 
yemg diduga sebagai pembawa rabies dem waktu ilu saya 
berpikir cuman gigilem biasa. 

: Pada waktu mengalami kejadian tersebut apa yang saudara 
lakukan ? 
Waktu itu lelemgga saya menyampaikan kepada saya 
untuk segera ke rumah sakil unl'.Jc diperiksa karena 
kondisinya pada waktu ilu lagi musim rabies. 

: Apa yang dilakukan ketika sampai di rumah sakit? 
: Kebetulem karena rumah sakil umum daerah dekal 

denglD1 rumah saya maka lemgsung di bawa ke RSU unl 
uk diperiksa dlD1 dari keleremgem yang disampaiklD1 oleh 
saya, maka petugas melakuklD1 tindakan pencegahan 
melalui penyuntikan vaksin emti rabies. 

Pada saat dilakukan vaksinasi anti rabies berapa biaya 
yang dikeluarkan waktu itu? 

: Besar biaya yang dikeluarklD1 waktu itu saya lupa 
jumlahnya lelapi lidak lerlalu banyak dem primip saya 
biaya sebesar apapun yng penling saya tidak mengaiami 
kejadian buruk dlD1 bisa sembuh itu sudah cukup. 

Apakah seteJah kejadian tersebut saudara mengalami 
gangguan lain? 

: Syukur sampoi sekaremg saya masih ada dan sehat 
karena saya tidak mengalami kejadiem buruk seperti 
leman saya ylD1g juga dig/gil lD1jing rabies dan 
meninggal. 

Bagaimana menurut saudara tentang kebijakan yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam proses penanggulangan 
rabies di Kola Ambon? 
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6. Pertanyaan 
Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

: Bagaimana keadaan setelah dilak.<lkan vaksinasi? 
: Sejak pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Perlanian 

dan Kehulanan pada lahun 2010 sampai sekarang ini kasus rabies 
sudah lidak ada lagi di desa kami, sehingga masyarakal sudah 
lidak merasa resah lagi dengan kondisi yang demikian, dan kami 
sangat berterima kasih kepada dinas leknis yang sudah 
melaksanakan vaksin sehingga desa kami sudah dinyatakan aman 
dari penyakit rabies 

Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan yang sudah 
dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas teknis? 

: Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas 
teknis dalam melalellkan program vaksinasi sudah sangat baile dan 
saran kami agar ini terus dilakukan mengingat penyakit rabies 
sangat berbahaya bagi masyarakat . 

Ambon, 190ktober2012 

Narasumber, 

Brury Pesulima, SP 
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Nama Narasumber 
labatan 
Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 
Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 

Pertanyaan 
Jawaban 

I. Pertanyaan 
Jawaban 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

3. Pertanyaan 

Jawaban 

4. Pertanyaan 
Jawaban 

5. Pertanyaan 
Jawaban 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

: Brury Pesulill1a, SP
 
: Sekretaris Desa Soya
 
: Desa Soya Kec. Sirill1au - Ambon HP :
 
: Rumah Sekretaris Desa Passo
 
: 190ktober 2012
 
: Pukul 16.05 WIT sid 17.10 WIT
 
: Doll1inggus Kastanja
 

: Apakah pemah terjadi kasus rabies di Desa Soya? 
: Pemah, itu pada tahun 2009 

: Bisa ceritakan kejadiannya seperti apa? 
Ceritanya salah seorang masyarakat Desa Soya yang 
1rerjanya sebagai tukang ojek pada waktu itu digigit 
anjing dan meninggal. kami mencurigai bahwa karban 
tersebut digigit anjing rabies kemudian kami melaporkan 
1repada dinas terkait. 

Apa yang dilakukan oleh dinas teknis? 
: Mereka langsung melalcukan pemantauan lapangan dan
 

mengadakan pemeriksaan sampel anjing dan setelah
 
dilakukan pemeriksaan temyata positijrabies.
 

Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah 
desa dalam menyikapi hal ini? 

: Sejak saat itu kami pemerintah desa dan dinas teknis
 
dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Ambon melakukan
 
1rerjasama dengan jalan sosialisasi kepada masyarakat
 
tentang prosedur penanggulangan rabies dan cara- cara
 
mengantisipasi
 

: Apakah setelah itu dilakukan vaksinasi massal? 
: Betul sekali, setelah kejadian tersebut dari dinas
 

pertanian melalcukan vaksinasi di desa Soya dimana pada
 
waktu iJu semua anjing diharuskan untuk di vaksin
 

Bagaimana keadaan setelah dilakukan vaksinasi? 
: Sejak pelaksanaan vaksinasi yang di/alcukan oleh Dinas
 

Pertanian dan KehuJanan pada tahun 2010 sampai
 
sekarang ini kasus rabies sudah tidak ada lagi di desa
 
kami, sehingga masyarakat sudah tidak merasa resah
 
lagi dengan kandisi yang demikian, dan kami sangat
 
berterima kasih kepada dinas teknis yang sudah
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~allliJ !\araSLllllber 

AlamaT dal))\o. Hr. 
Temp<.ll \\ .J\\ an..:ar." 
Tanggal \\ a\\ ancam 
Wakw \\ u\\ancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 

1. Penan, aan 
./mfllhun 

2. Penan,aan 

Jawahan 

3. Penan,aan 

fawanan 

4. Pertan)aan 

Jm.-aban 

5. Penan)aan 

JaU"lIhan 

:	 \IOZb Salhulcru 
!--..eral:J 1)-,:S;] Laluha!Jt 

: De,a lalUhalat Kec .... lIsani"e I Jr : 
: RW"IIJh KCFhild [k'~.-( LaruluLii 
: 20 OklOb"r 20 I2 
: Pukul 16.-l0 s d 17.<(1 WIT 
: Dom inggus Kaswnja 

: Ikrapajumlah pendlldllk di Desa Laluhalal? 
Dar; dala hasil sensus pendudllk laJl1In ]UJO jumlah 
kepa/a kF/lIl1rf!l1 ~ehanY(Jk 31::J KK deng,an lola/ jum/ah 
pendllduk sehanr"k 9132 jiJ'll. 

Apakah dalam beherapa lahun lerakhir pemah terjadi 
kasus gigilan anjing atau k::bU~ rabies dj dc:sa LalUhalat': 
Ka.ms rubies perlamn kali lerjadi pada udum 2009 

dimana pado l1:aktll ;rll ada lrarga ma~yarakaJ yang 
dlgigil anjing dan kemlldian selelah diball'a ke puskesmas 
lin/uk pengohauUI JU1l11Un je/a11g beberapa bulan orang 
ft"rsebllt men;nggaJ. Sete/ah peristtwa itll masyarakat 
mcJljadi tatul kareJlQ didllga lInj;ng It!r.\ebul lerkt!l1t1 
rabies" 

Setelah kejadian tersebut apa yang dilakukan oleh 
pemerintah desa" 
Awa'nya kami he/11m dapul lIIemaslikan hah...a Ie/uh 
lerjadi wabah rabies J; de.l-a lul/Jli, lJamUIl seteJah 
di/akukan pemeriksaml lerhadap anjing yang mcng.'<igil 
warga yang meninggal tersel"'l bani komi paslikan 
bumm suduh Icryodi ..abah rabies. Seh'wh iJu komi 
me/akukan lindakan anlisipasi denganjaJan menghimball 
kcpuda masyarakal un/uk lelc:p waspuda. 

Apakah pemah dilakukan .ak.sinasi massal di desa 
Laluhalal? 
Kegiatan rahinasi baru dilak/lkan lahun 2011 kemarin. 

Apakah selelah dilakukan vaksinasi leljadi penurunan 
kafius gigitan? 
Sebel/lm pe/uksunaan vahin"si di de.sa /wmi s/ldah 
banyak korban gigilan. berdasa"kan dala yang ada 
bamva sebe/llm lahlln 2011 korbon meningga/ sudah 5 
orang r.omun sele/ah kegialan "ahinasi massal 
di/aku/wn lerjadi penurunan ka,us yang cukup signifikan. 
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Penan~al:li1 

.I1111,d'd" 

R. Pertan;aan 

Jml'(Ji>an 

Dnlam pchiks,lnCl£l'1 \J.K~il';'lSi J.pakah s.cmua In!ln~ ~£lng 

aJiJ. Japat dival...... in:' 
l"wlIk desa komi /'wlll I'elu.hwluw! l"Uk ..inu.\! 1110.\\(1/ 

11IJwn ~i) j ! kemunn hlll~l·uk unjing yang udal<. (/inlksi1l. 

l- aktor nra )- ang men; ~babkan s.ampal blS<l demikian'? 
f~lkl"" 1I1amu i·Ling i}ft ,liYl:huhkan dtmfkitln kUrdJO 

kll!"lmg/~l"lJ kesLl£!Llrwl IIw\:\-urokar lemong per1lingn.to 
l'oksinasi l1{!or dapal lcrhindar dari pe1~'..akjl rLlhie.~_ 

Apa yang dilakukan pemorintah de'" dalarn rnenyikapi 
hal terscbut" 
Kanri a.tan benlpaya kera~· llengan melakuJwJ1 :...o:siulisasi 
kepada masyurukut uRar mall melakllkan \.·(.Iksinasi 
Icrlwdap anjing-anj;71g mereka Ju.7rOiL"i kaloll rh!u.k 
dilukukan malw akibarnya akau sangol -ralaf. dan kila 
.~1JlJlIit Ji}uJl akiba1J-1) iJ .\ekc.Jrl1ng. 

Amt>..>n. ~o OkiUber ~Oll 
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7. Pertan)aan 
Jt/l'l'/',jJI 

\'-'3kJ.h rcpj31..,~1t hG-pah ::,,:ntdll~ keb:_\3han :-- ang SUd3h 
dilal-:u\...:w pcmerirllah <..;i.t::r~l:l JJ.i,Ji1l ll1enJ.!lg:;ulangi 
r:tl' ic"~ i'l i--' 
_i/t!IlUrl!1 ~(~\U up"" _\"Un,'!, \:ru'ull dtfukuKW! jJt:meriniLdl 

d..fcrdh dd/~;m If!hn <."I p/i.'lunggll!(p),;:,' }'~Jhi('~ ~lli.jah CHkll!) 

huik. l1amllH .\Ur£.l11 .\oya perIn dlh;kllkan _~eCllra berka/a 
dlln ierarah jLlll2!(m hL1J~1 Ii padLi ~dU[ fe,~j;,idi kL1'1l1.i ielapi 

periu l!illnfislj1l1si {f?bfh mral. 

Kegiatan vaksinasi mas>aJ apakah cukup baik dilakllkan<; 
r'uksina5i }-ang dilllk-t.i'~£fn ~!ldah -t..-'ukup hajJ<: dafam 
nWlIf1nmkall j1ll11lah ka.\ll.\ yang lel]-adi dal1 i11i horus 
h:?ru... dilahlk~m 1H"nging.';i A(liu _-1JJ: 11{jll L.lllu/ah doo?r"h 
wing Nfl-ran rab;e,\ ~-ehingRa hurus dilanf!-...f!,lIlangi dengcm 
"LTlll'i. 

Amho". 21 Oktober 2012 

:'vlanhen Sarimanella 
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REKAPITULASI HASIL VAKSINASI RABIES PER KECAMATAN 

TAHUN 2007 - 2012 DI KOTA AMBON 

JUMLAH 
I KECAMATAN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TERVAK51NI 

51RIMAU vakum 126342748 2833 2186 2221 2646 

NUSANIWE 3544 170923470 4135 2640 vakum 3303 

L£ITIMUR 376 498 vakum 317 726 2794877 

8AGUALA 2049 2164 1262 vakum 2057 2442 9974 

TElUK AMBON vakum 1304 4960982 1035 537 1102 

TOTAL 7123 10460 4745410126 10543 0 noz 

Sumber : Bidang Petemakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2012 
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REKAP DATA HASIL VAKSINASI RABIES 2011 

~ESA/ JLH TDK
PUppy TAP LIAR TMV BUNTINGI KEL~ARAHAN VAKSIN 

JLH 

TERVAKSIN 
POPULASI 

BATU GAJAH 13 16 2 13 1 45 143 188 

KARPAN 39 8 8 23 3 81 148 229 

HTV. KECIL 35 5 2 24 6 72 206 278 

URITETU 10 7 7 7 3 34 72 106 

AHUSEN 11 3 17 4 6 41 121 162 

BATU MEJA 69 23 8 52 5 157 208 365 

AMANTELU 43 6 3 23 8 83 133 216 

50YA 14 27 o 9 1 51 122 173 

BATU MERAH 18 o o 36 1 55 35 90 

HONIPOPU 4 2 6 o 12 18 30 

RUAU 25 13 4 15 5 62 87 149 

WAIHOKA 58 10 5 14 5 92 143 235 

JUMLAH 339 120 56 226 44 785 1436 2221 

NANIA 6 5 22 283 6 2 

NEG LAMA o 1 o 43 o 91 

41 12 13 29 10 105LATER' 

LATA 4 o 513 2 26 35 

42 746 1311JUMlAH 355 67 63 219 . - . . . . 

, HALONG 

WAIHERU 

119 

6 

7 

1 

49 

1 

10 

o 8 

283 

14 

. '" ... . - . - ­

[Type i 

50 

95 

328 

86 

2057 

nHU o 3 3 o 6 210 216 

LAHA 5 o 6 o o 11 31 42 

TAWIRI 11 7 5 13 6 42 54 96 

POKA 30 7 4 4 4 49 75 124 

WAYAME 23 2 3 36 5 69 66 135 

WAILELA 44 1 3 26 3 77 120 197 

HlV BESAR 37 21 7 56 13 134 186 320 

HUNlfTli 37 5 8 4 3 57 117 174 

JUMlAH 187 46 36 142 34 445 859 1304 

EMA o 10 4 25 5 44 25 69 

NAKU 4 o o 14 1 19 57 76 

HATAlAI 6 3 o 15 1 25 33 58 

KllANG 3 o o 17 o 20 10 30 
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HUKURILA 0 0 0 15 0 15 17 32 

LEHARI 0 3 0 3 0 6 2 8 

RUTONG 4 0 0 17 0 21 16 37 

HUTUMURI 0 2 0 1 0 3 4 7 

JUMLAH 17 18 4 107 7 153 164 317 

TUNI 0 12 5 5 0 22 22 44 

MAHIA 7 0 0 38 0 45 12 57 

KU5U·KU5U 1 11 7 9 0 28 19 47 

ERIE 30 23 0 15 10 78 114 192 

51LALE 0 3 0 0 0 3 2 5 

NU5ANIWE 24 15 0 12 1 52 124 176 

DESAI 
KELUARAHAN 

PUPPY TAP LIAR TMV BUNTING 
JLH 10K 
VAK51N 

JLH 
TERVAK51N 

POPULASI 

WAIHAONG 7 0 0 1 8 8 16 

AIR SAL08AR 4 0 1 0 1 6 33 39 

WAINITU 21 6 3 13 4 47 162 209 

KUDAMATI 182 23 30 93 21 349 344 693 

AIR LOW 0 1 0 10 0 11 4 15 

LATUHALAT 50 18 2 70 4 144 131 275 

MANGGA DUA 1 2 3 15 1 22 65 87 

URIME51NG 43 12 9 20 4 88 98 186 

BENTENG 137 10 24 111 9 291 570 861 

AMAHU5U 79 20 15 109 8 231 170 401 

JUMLAH 586 156 99 520 64 1425 1878 3303 

TOTAL 1484 407 258 1214 191 3554 5648 9202 

Sumber : Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2012 
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REKAP DATA HASIL VAKSINASI RABIES 2012 

I DESAI KELUARAHAN 

-­

POPULASI 
PUppy 

SEBAB TIDAK VAKSIN 

LIAR TMV TAP BUNTING 

TOTAL 
TOK 

VAKSIN 
TOTAL 

TERVAKSIN 
-~~--

KEC. SIRIMAU 

Desa Hative Keell 56 8 0 4 0 0 12 44 

Desa Galala 17 0 0 2 0 0 2 15 

Kel. Pandan Kasturi 20 6 0 7 0 0 13 7 

Desa Batu Merah 89 15 0 26 0 2 43 46 

Kef. Rijali 194 24 5 34 5 4 72 122 

Kel. Karpan 330 8 1 29 6 2 46 284 

Kel. Waihoka 253 20 3 45 8 9 85 168 

Kel. Amantelu 205 41 3 24 5 3 76 129 

Kef. Honipopu 75 4 0 6 4 1 15 60 

Kel. Uritetu 175 21 2 19 9 3 54 121 

Desa Soya 358 6 2 7 3 4 22 336 

Kel. Batu Gajah 330 43 4 14 11 7 79 251 

Kel. Batu Meja 437 8 1 25 14 0 48 389 

Ahusen 107 12 1 14 0 0 27 80 

Jumlah 2,646 216 22 256 65 35 594 2052 

SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL 

DESN KELUARAHAN POPULASI 10K TOTAL 
PUPPY LIAR TMV TAP BUNTING VAKSIN TERVAKSIN 

KEC. NUSANIWE 

Dusun Sen 95 14 11 14 0 3 42 53 

Dusun Airlouw 11 0 0 0 0 0 0 11 

Desa latuhalat 578 62 7 140 23 16 248 330 

Desa Silale 103 10 1 53 9 7 80 23 

Dusun Erie 170 34 7 7 5 7 60 110 

Desa Amahusu 551 58 Z6 103 49 15 251 300 

I(el. Nusaniwe 200 18 2 37 15 1 73 127 

Kel. Benteng 438 28 3 73 20 10 134 304 

Kel. Wainitu 345 77 9 19 12 11 128 217 

Kel. Kudamati 545 46 9 66 8 6 135 410 

Kel. Urimesing 305 37 10 25 13 6 91 214 

~el. Mangga Oua 125 1 5 16 18 1 41 84 

Dusun Kusu - Kusuh 6 0 0 0 0 0 0 6 

Dusun Tuni 12 4 0 1 0 0 5 7 

Dusun Mahia 47 6 0 20 1 0 27 20 

Waihaong 13 0 1 0 0 1 2 11 

Jumlah 3544 395 91 574 173 84 1317 2227 

SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL 

DESAI KELUARAHAN POPULASI 
PUppy LIAR TMV TAP BUNTING 

TDK 
VAKSIN 

TOTAl 
TERVAKSIN 
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- -
Kec. lEITIMUR 5ELATAN 

Desa Hatalai 69 3 1 12 2 8 26 43 

Desa Naku 99 0 4 25 0 1 30 69 

Desa Kilang 34 0 1 6 0 1 8 26 

Desa Ema 59 0 5 1 1 0 7 52 

Des<l Hukurila 70 0 4 13 2 5 24 46 

Desa Rutong 92 6 7 4 11 2 30 62 

TOISAPU 78 0 2 1 12 2 17 61 

WAILIHA 29 0 0 8 0 0 8 21 

DeS<l Leihari 59 0 6 20 9 1 36 23 

Desa Hutumuri 137 23 6 43 14 1 87 50 

I Jumlah 726 32 36 133 51 21 273 453 

SEBAB TIDAK VAKSIN TOTAL 
DESAI KELUARAHAN POPULASI TDK TOTAL 

PUPPY LIAR TMV TAP BUNTING VAKSIN TERVAKSIN 

Kec. BAGUALA 

Desa Halong 360 23 6 25 26 12 92 268 

Desa latta 57 7 1 10 5 1 2" 33 

Kel. lateri 3B7 25 13 9 43 9 99 288 

Oesa Passo 1.414 218 53 130 83 36 520 894 

Oesa Negeri lama 123 13 6 3 2 2 26 97 

Desa Nania 65 13 " 1 " " 26 39 

Desa Waiheru 36 6 0 1 1 0 8 28 

Jumlah 2442 305 83 179 164 64 795 1647 

DESAI KELUARAHAN POPULASI 
SEBAB nDAK VAKSIN TOTAL 

TDK TOTAL 
PUppy LIAR TMV TAP BUNTING VAKSIN TERVAKSIN 

Kec. TELUK AMBON 

Desa Hunut/Durian Patah 105 7 0 7 0 0 14 91 

Desa Poka 113 8 3 7 4 6 2B 85 

Kel. Tihu 19 0 0 7 0 1 8 11 

Desa Rumah Tiga 223 41 4 19 9 4 77 146 

Desa Wayame 79 0 1 14 0 0 15 64 

WAIUHA 29 0 0 8 0 0 8 21 

Desa Hatiwe Besar 184 33 15 14 2 6 70 114 

Desa Tawiri 340 19 9 57 1 12 9B 242 

Desa Laha 10 0 1 1 0 0 2 8 

Jumlah 1102 lOS 33 134 16 29 320 782 

Jumlah I+II+III+IV+V 10.460 1.056 265 1,276 469 233 3.299 7161 

Sumber : Bidang Peternakan. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kata Ambon, 2012 
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Penduduk Kola Ambon Per Desa Tahun 2011 

Kecamatan/Desa/Kel Laki~Laki Perempuan Jumlah 

Latuhalat 4,375 4,757 9,132 

Seilale 719 771 1,490 

Nusaniwe 1,510 1,606 3,116 

Amahusu 2,339 2,598 4,937 

Kel Nusaniwe 4,566 4,677 9,243 

Kel Benteng 7,546 8,044 15,590 

Kel Wainitu 4,567 4,901 9,468 

Kel Kudamat; 7,472 8,086 15,558 

Urimesing 3,744 3,890 7,634 

Kel Mangga Dua 1,713 1,865 3,578 

Kel Urimesing 1,558 1,568 3,126 

Kel Waihaong 2,795 2,875 5.670 

Kel Silale 1,888 1,924 3,812 

51RIMAU 70,626 73.317 143,943 

Soya 4,346 4,583 8,929 

Waihoka 2,440 2,499 4,939 

Kel Karang Panjang 3,241 3,496 6,737 

Kel Batu Meja 4,844 5,292 10,136 

Kel Batu Gajah 3,405 3,694 7,099 

Kel Ahusen 1,510 1,778 3.288 

Kel Honipopu 3,336 3,117 6,453 

Uriletu 2,422 2,370 4,792 

KeI Rijali 3,547 3,571 7,118 

Kel Amantelu 3,715 3,786 7,501 

Batu Merah 29,373 30,374 59,747 

Pandan Kasturi 3,114 3,169 6,283 

Hative Keeil 4,651 4,778 9,429 

Galala 682 810 1,492 

TELUKAMBON 19,821 19,695 39,516 

Laha 2,785 2,735 5,520 

Tawiri 2,536 2,531 5,067 

Hative Besar 2,773 2,786 5,559 

Waiyame 3,065 3,021 6,086 

Rumah TIga 4,489 4,380 8,869 

TIhu 381 415 796 

Poka 2,353 2,423 4,776 

Hunuth/Durian Patah 1,439 1,404 2,843 
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BAGUALA 

Waiheru 

Nania 

Negeri lama 

Passo 

lateri 

Halong 

Latta 

LEITIMUR 5ELATAN 

Naku 

Kilang 

Hukurilla 

Ema 

Hatalae 

Hutumuri 

Rutong 

Leahari 

TOTAL 

5umber : Badan Pusat 5tatistik, 2012
 

27A89 

5,604
 

1,905
 

1,120
 

10,540
 

2,615
 

4,870
 

835
 

4,720 

348
 

435
 

327
 

342
 

510
 

2,047
 

376
 

335
 

167,448 

27,464 54,953 

5,179 10,783 

1,935 3,840 

934 2,054 

10,714 21,254 

2,712 5,327 

5,121 9,991 

869 1,704 

4,941 9,661
 

363 711
 

426 861
 

293 620
 

388 730
 

553 1,063
 

2,165 4,212
 

433 809
 

320 655
 

172,979 340,427 
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. ­ SEKRFTARIAT KOTA 

\\1BO"\ 

SURAT IZIN PENELITIAN
 
NO a70f 4;O~) :SEi KaT
 

WALIKOTA AMBON 

Membaca	 s.ura! da,-· Djrekt!.Jr PrograrTl Pascasarjan= Un' ...ersitas Terbuka Nornor 
1154471UN 13 4/AKl2012 Tanggal 19 September 2012 Perihalljin Peneljtian 

Menrrnbang	 Bailwa oeml kelancaran pengabdiar. kepada masyarakar dan pemerintah daerah 
terutama pengamalan Hmu pengetahuan secara murn!, maka k.ami tidak keberatan 
untuk mengabulkan permohonan dimaksud 
MEMBER!KAN lZIN KEPADA 
Nama Dominggus Kastanja. S.Pt 
N I M 017105137 
Pekerjaan Manasiswa Pascasar./ana UT - UPBJ.J Ambon 
Alamal Kota Tual 

Me1T'.baca	 Mengadakan penehtlan dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul 
"Analis;s EvaluiJsi Kebljakan Penanggulangan Rabies di Kola Ambon" 
dengan -kelentuan sebagai berikut : 
a Harus dapat menyusun dan mengajukan penanyaan secara tertulis untuk 

kemudjan melakukan wawancara dengan responden yang bersangkutan. 
b	 Data y3ng drperoJeh dan hasl peneli"'Jan atau wawancara harus dapal 

dirahasiakan untuk kepentlngan din pnbaal dan ttclak disebar1uaskan kepada 
PlhC:ik-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

c,	 Masa penelrtJan tertlitung mulai tanggal 20 September 2012 SId 29 Oktober 
2012 dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang bel1aku di lokasi penelitian. 

d.	 L.okas,; peneln:Jan adalah Dinas Pertarnan dan Kehutanan Kola Ambon. Dinas 
KesehiJt3n Kota Ambon. Badan Pusat Statistik Kola Ambon. dan Intansi terkait 

2	 Melapotj<an haslr penelitian pada ""gila 1 (satu) d. atas secara lertuHs setambat­
lambatnya 2 x 24 jam kepada W ..lill;ota Ambon Cq. Kepala Bagian Tata 
Pemerintahan 

Ambon, U, September 2012 

An SEKRETARIS KOTA 
ASSISTEN PEMERINTAHAN 

fKEP;~~~l'T~ PEMERINTAHAN 

." 
,	 -<, ~.'.\ 

- - ..:;l7 '> " 
-	 '; " 1 _t"I';­
... , T' f ~ ,.~: -_.-----f--- , "''','.i 

C· Drs.. J. TAMTELAHI!U 
..	 _ . Pembina Tiel 

N,1'"'19570io3198211 1011 

Tembusan: 
1. Oirektur Program Pascasal)3na Universitas Terbuka 
2.	 Kepala Dinas Pertanian Pen3nian Provinsi Maluku 
3. Kepala Cinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon 
4.	 Badan Pusat Slallstik Kola Ambon 
5.	 Yang Bersangll;utan 
6.	 Arsip 
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- SMA YPPK Tanma Dhanma St.Fransiskus 
Kotaraja Jayapura Lulus Tahun 1993 
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-­-­ l '\I\TRSIT.\" TERHLK"\ 
Ll.dl \.... o1bc: T-:_<, .'. r\lI1Jd... (~Il"'c_ P;,:lllibn.;;. Tan~..::n.l:l; Sdaull :;..;. ~ 

~ Tc:lcl',.'l' :\=~--...j.qnll-J.lIJIlInl·;l;;l 

!.1­ ,.(.~ "_ -i.-I,,]J~ !B<~;'.1 'il""'_--+~~::>l "'"J.Jt::LT'" R-:.-~'" 

l J111~1)1' '. \\" U!.,;';,lL. 

.:'-Jamar: 

Hal 
15447;' U1\"31.4/ ..-\K/ 2012 
Pengtlrnpulan dilta untuk 1uga~ .-;khir 
Program MAP-UT 

19 September 2012 

yth. 

Untuk keperluCUl 5tudi Eksploratoris dalam rangka Penulisan Tugas A..khir 

Program .tvlagister (TAP~1) pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 

dcngan ini kanli :;ncncrangk...Ul bahv.:a; 

Nama Don-unggus Kastanya 

N 1M: 017105137 

Program Magister Ilrnu Adrninistrasi Bidang :l.tinat Adrninistrasi Publik 

Universitas TerOOka ('\-IAP-LiT) 

]udul TAPM : .~is EvalUilsi Kebijakan Pcnanggulangan Penyakit Rabies di 

Provinsi f\.1aJuku 

UnbJk itu kaOO mohon bantuan Bapak/lbu/Sdr. kiranya bcrkcnan mcrnbcri ijin 

dan fasilitasi agar yang bersangkutan dapat mengumpulkan data/infonnasi pada 

lnstansi/ Lembaga/ Perusahaan yang Bapak/lOO/Sdr. pim.pin. 

Alas scgala pcrh:ltian, bantuan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan teriIna 

kasm. 

Tembusan: 
1. Purek III (sebagai 1aparan) 
2. Direktur PPs- UT . 
3. Kepala UPBJJ-LI Ambon 

.;:- ~.- .. 
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WALIKOTA A~1BO;\ 

PERATURAN WALIKOTA AMBON 

NOMOR - TAHUN 2007 

TENTANG 

PENGENOALIAN OAN PEMBERANTASAN RABIES 
01 KOTA AMBON 

WALIKOTA AMBON, 

Menimbang 3	 bahwa Kota Ambon merupakan salah satu Daerah yang 
tertular penyakit rabies: 

b,	 bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya 
sehingga upaya pananggulanggannya parlu dilakukan 
secarn intensif dengan cara memb&rikan vaksin rabies 
terhadap hewan penular rabies yang dipelihara masyarakat 
(anjing, kucing, kera) secara rutin; 

c.	 bahwa keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri 
Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 
NMen.KeslSKN11I11978, Nomor 522/KptslUm/8/78, dan 
Nomor 143 Tahun 1978 menyatakan menieri Dalam Negeri 
membantu dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 
operasional menyangkut manusia dan masyarakat sena 
hewan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gubemur 
dan Bupati Walikota; . 

d,	 bahwa Menteri Dalam Neger; telah mengeluarllan Instruksi 
Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi 
Pencegahan, Pemberantasan Dan ?enggulangan Penyakit 
Rabies Di Daerah, dan telah ditindaklanjulJ oIeh Walikota 
Ambon dengan Keputusan Nomor 524,3/72912003 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Pembebasan Rabies Kota 
Ambon; 

e.	 bahwa berdasarllan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, hunif c dan huruf d. perlu 
mengeluarllan Peraturan Walil<ota Ambon tenl&ng 
Pengendalian dan Pemberantasan Rabies Di Kota Ambon. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 :ahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah-<laerah Swatantra Tingkat II 
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80J, sebagai 
Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomar 
111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 

7. Peratwan "1' 
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Unj,::wg-Uridaig ND0IQ~ -3 Ta'~;~r 1SJ~- ::::ntan; KetentLan­
io:etentLan POl(ok: Pete-nak.an dan Kesehatan Hewan 
(L-=:mbaran Nega~a lahijr: ~ 357 Nor-nor ~ 0, T3mbahan 
Lear-maran Negara Nor.lor 2824) 

~r.=3ng-Ur,da:g N·:,r.>,:;! ~ T3i'Lr ~ 9.::.4 tenta;)g ',/-J"abah 
Pe~yaK.t Menular (Lemba~an Negara Tanun 1984 NOr.1or 
2J 13mb.a:-an Lem:;aran N:=gara NOiTl'Jr 3.273: . 

L	 Unaang-Uncang Nomcr 23 Tahun 1992 tentan~ Kesehatan 
(Lem:oaran Negara Nomor 10G, Tahun 1992, "":""ambahan 
Lembaran Negara Namor 3495) ; 

5	 Undang-Unjang Nomar 10 Tahun 2004 lecilaClg 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
tiegara Tahun 2004 :-.Jamar 53, Tarr.bahaCl L"mcaran 
Negara Nomor 4389); 

6.	 Lndang-Undang Namar 32 --;-ahu.~ 2004 tentang Femerintah 
Daerah (Lembaran Negara Nomor 125) Tambahan 
LeTlbara:l Negara Nomo' 4437) . 

7,	 Peraturan Pemerintah N::lm=,r 15 Tah:,.;n 1955 tentang 
Perrbentukan Kota Ambon Sebaga, Daerah yang Berhak 
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 
ILembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30. Tambahan 
Le:nbaran Negara Nomor 809); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomar 13 Tah~n 1979 tentang 
Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
P.mbor, (Lem;,aran Negara Tah~n 1979 Nomor 2:. 
Tambahan Lerr;baran Negara 3137); 

9.	 Peraturan Pemerinlah Nomar 25 TahLn 2:00 :en:ang 
Kewenangan Pemenntah Provins dan KabupatenlKota 
sebagai Daerah Otonom (Loembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3952) ; 

MEMUSTUSKAN: 

PERATURAN WAUKOTA TENTANG PENGENDAUAN DAN 
PEMBERANTASAN RABIES 

BAB 

PasaJ 1 

(Pengertianl 

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimai<Sud dengan . 

1.	 Daerah adalah Kola Ambon; 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Kepa.a Daerah besesta Perangkal dae<ah Olonom 
yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

3.	 Wal.k:na adalah Walikota Ambon; 

4.	 Satuan Ker.a Pemerinlah Daerah disin;;kat SKPO adalah :Jinas Kehulanan 
Pertanian dan Peternakan kopla Ambon; 

5. Petugas ...{oo 
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5 Petugas adalah Petugas Petarra<an paca D;Tl2S Ker,lHanar­ pertan,an d20 
Peternakan KOla Ambon, 

t3 Pemellhara J:ij ng ada13h o-ang at~:_J :"';::'Ja:­ - .Jk'-.:,T: j3:-:; 'Tlemd hi a.tau 
dis2rahi tugas rnemelihara a,j n'J . 

7 He...... an penui;H rab es mellput: anJlng. kuclng G.:ln t<-cra s.sL,:mJutn'y'd ca.am 
Peraturan 'lJahk::::ta !'ll d~5ebut HPR : 

8.	 Pening adalan rand" yang d'ka.ungkan pada e.,er HPR . 

9.	 Tim Koord.nasl Pembebasan Rabies yang selanJutn,a ,j,singkat TIKOR Kola 
Ambon adalan Tim vany dibenlu~ berdasarkan Kepu:usan Wal:kola Nomar 
524.3/72:3.' 2J03 rentan; Perr.bentukan TIm Ko-or:::arasi Pembebasar Rab:es 
di Kola Ambon . 

BAS II 

TUJUAN 

Pasal 2 

IArah Pengaturan) 

Pengaluran mengenai Pengendalian oan Pemberantasan Rabies di kola Ambon 
dimakSL.di<ao c.n:uk nendeteksi meluas dania1B... mewabannY8 serta ...n~uk 

melindungi kesalamatan ;iwa warga kola Ambon dari ancaman Vinus Rabies 
(An;ing Gila) 

BAS III 

KEWAJIBAN PEMEUHARA 
HEWAN PENULAR RABIES (HPR) 

Pasal 3 

IP8m&lihara) 

1)	 setiap orang yang memil.hara HPq wajib merr.beri Vaks;n "tables pada 
Hewannya. 

2)	 setain l<ewajinan untuk member; vaksn rabies sebagahlana d,maksud pada 
ayat (1) pemellhara HPR Juga wallb merantai/mengikatlmengunmg atau 
mef'gicandangkan HPR ;>efiharaann)"a. 

3)	 Seiaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan (2), orang yang 
memetihara HPR sabasai t.ooi mal.lpun untuk tujuan kCmersil juga wajib 
melapo7l<an jumlah populasi HPRnya pada RTIRW. tempat domisilinya setiap 
3 (liga; bulan. 

4)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh RTfRW diteruskan ke ke 
Pemerintah Daerah melalui DesalKelurahan, Kecamatan dan selanjutnya 
digunakan seb<!gllUlata dasar popuIasi HPR oleh SKPD. 

Pasal 4 

IUsaha HPR) 

.,	 Pemeliharaan H?R unluk lJj.Jan ICOmersil ..,aJlb meMiliki ijin usaha. 

2) Ijin ..1.. 
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_: IJln L..lSaha sebagaimana dlmaks'Jd pada a'fat ," I pasai ,r. o!keluarkan olen 
SKPD seS<....ial ri...lgas dan fungslnya 

~, Olkategor,-'<a- 5ebaga~ i-lsana !-I.omers;a' aC33~' kcpel~'.-k3r HPR oer.ga:: 
jumlah poputasl iebih oari 10 \sepuluh) eker 

.... Pem~:lnaraa"" -iPR untL.!".l;.JjL<a~ 5eba;al:T:3';:1 ::;~3L3..lJ: ~a::~ a:ya: ~!;: pasa: in 

dilamng pada lokasi pemuklman 

:)) Bentuk.. wama. isi tuhsan Ijm Usaha HPR seDagalmana GlmaKsud pada ayat 
(2) pas,,1 in; diitet"pk"n deng"n keputusan kep"la SKPD 

BAB IV 

1'ATA CARA PENANGANAN RABIES 

Pasal 5 

(Ciri-Ciri Rabies Pada HPRj 

Set~ap HPR tertular rabies memiliki ciri-ciri atau tanda·tandaJgeJala sebagai 
berikut: 

1_	 Rabies Ganas. 

a	 Tidak menurut perintah tuannyalpemlhk; 

b.	 Air liur kelunr ber!ebihan: 

c. Menjad. ganas;
 

d Menyerang at3l.l menggign apa saja yang ditemui:
 

e Ekor mele!:gkung dibawah perut diantara dua paha: aan
 

f.	 Kejang-kejang kemudi"n lumpuh dan mati paling lama 12 (dua belas) hari 
setelah limbul gejala. 

2.	 RabIeS Tenang: 

a.	 Senang beradalbersembunyi dilempal gelap dan sejuk; 

b.	 Kejang-kejang (Ber1angsung singkal bahkan sering Iak lerlihat) ; 

c.	 Mengaiami keiumpuhan; 

d.	 TKlak mampu menelan; 

e.	 Mulut terbuka dan air Ijur keluar berlebih"n; dan 

f.	 Kemalian le~adi dalam \/J3ktu singkat. 

Pasal 6 

(Pananganan HPR Tersangka Rabies) 

OranglPemeliharalTikor yang mendugalmenyangka adanya HPR lerjan..kil 
rabies, harus melakulcan Iangkah-Iangkah : 

a.	 Mengikat HPR tersangka rabies untuk diobservasi selama 10 -14 han; 

b.	 Dalam masa observa&i jika HPR mati atau dibunuh, kepalanya harus dibawa 
ke Labolalonum Type B di Passo untuk didiagnosa; 

c.	 Membakar dan menanam HPR yang mali karena rabies dengan kedaJaman 
lubang sekurang-!<urangnya 1 (satu) meler ; 

d. Apabila --/ ­
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c 

c ApaO",;a S-2:eii3;J melt:!J\lall 14 (empal Dei.3S, :-,a,c, r:l3s.a C!)S~r,;aSi sebagalmana 
dimaksud pad a ayat (1) pasal ini HPR maslh tetap hldup, dilakukan val<sjnasi 
rabies se <:i~JwT,ya d,;"emt.alikar kepada cemilt"':: C3:-'. 

e Daiam hal HPR sebagalmana dlmaksud pada huruf d I,dak bertuan (ada yang 
memiIIK'.\ ;:e!L..:gas sE9ara \T,alak~kai1 t!ndaka:i ~!~m;r1asi HOR bersangkutan 

Pasal 7 

(P.manganan Korban HPR) 

Dalam na' 3Danya 3;1ggota masyarakat yang aigigrt HPR {anjing ati31u k:ucing. 
k"ra) HPRnya "arus diduga sebagai lersangka rabies. 

2.	 Tjndakan "ar:g harus dilakukan akibat kejadJan sebagalmana dmaksud pada 
ayal (1) pasal in! ada/ah : 

a.	 Mer-cuei lui\a gigllan dengan air sabun d8Tergen selama 5 - 10 menrt. 

b	 Membersihkan/mengeringlc:an luka dengan kainlkasa steril kemudian 
memberi ajkohol 70 % atau Vadium Tmktur: dan 

Membawa penderita ke PUSKESMAS lerdekal atau Rumah Sakit guna 
mendapatkan VakSin Anti Rabies (VAR). 

Pasal e 

(Vaksinasi HPR) 

t J Vaksinas, rabIes terhadap HPR dilaksanakan secara teratur olen petugas 
vaksinator SKPD sekurang-kurang sekali setiap tahun. 

2) HPR yang divaksinasi harus lelah berusia lebih dari 2 (dua) bulan. 

J) SeliaI' HPR yang telah diberi vaksin rabies. d!beri Ianda paning sebagallanda 
telah di vaksinasi rabies. 

4) Seluruh HPR yang berada eli Kola Ambon sudah haJUs dlVaks'nasi Rabies 2 
(dual bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini. 

5) Pening sebagaimana dimaksud ayal (3) pasal 'n, agar senantiasa 
diganlunglcan pada lehemya HPR dan wajib dijaga jangan sampai hilang. 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

IPengendallan) 

Pengendatian lerhadap pengaturan pemeliharaan HPR dilakukan oleh : 

a.	 Tim kooldinasi Pembebasan Rabies Kola Ambon; 

b.	 Tim koordinasi Pembebasan Rabies Kecamalan Sirimau ; 

c.	 Tim koordinasi Pembebasan Rabies Kecamatan Nusaniwe ; dan 

d.	 Tim koordinasi Pembebasan Rabies Kecamatan Teluk Ambon Baguala. 

PasaI 9 ----1-­
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Pasal 10 

(Pengawasan) 

PengO'lwaso~' ternaaap ,all; b:",tas HPR .:Jlla"' ..... r<.a:-; 011;;:1"'. SaL.•an Kerja Perangkat 
Daer~h ter¥3,! sebaga!rnana dimaksud Dada p~sa: 9 bersama~sama dengan 
rnasyaraka: 

BAB VI 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 11 

(Tindakiln) 

1)	 Pemenntah ciaerah mela\ui satuan keqa pemerin\ah daerah terkait 
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 berwenang mengambil langkah 
mengelimlnas;Jmernusnahkan HPR terjangkit ..... irus atau tersangka rabies. 

2,	 Pemusnahan HPR sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 
jlka temyata oranglpemellhara HPR tidak mematuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 8 ayat (1,2.3. dan 4) Peraturan 
Walikota ,n, 

3)	 Pemertinlah daerah dan atau saluan kelja pemerintah daerah terka~ melalui 
DesaIKelurahan aetempal. Media EI&ktronik, Hanan umum. Pengumuman. 
maupun selebaran memberilahukan tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayal (2). 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Panl 12 

($aa I Be rlaku I 

Peraturan Walikota inl mula; bertal<u pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan 
Walikola in; dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kola Ambon. 

pi.'!'ta~n di Ambon 
::~~a;ta al { 

I~~~~":-Y BON.; 
I ..• " ".I ,"., 

, ­
~~~~COBPAP 

Dlundangkan 01 Ambon 
pana langgal 

SEKRETARIS KOTA AMBON, 

NY. HESINA JOHANA HUUSELANIT 

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2007 NOMOR .. 
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PEMERINTAH KOT,,\ A!\ilBO]\ 
~.~. SEKRETARJAT KOTA y
 .Ii. -';u!r;Jn H3irun 'r,_ I r JrJ)QI 1-_~535,j6_ f-ccdll)' 1-3--L~l}69
 

-\\jHU'.or 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 
NO 0701 4 Hb ISETKOT
 

Walikota Ambon dengan ini menerangr-..an bahwa 

Nama Dominggus Kastanja SPt 

NIM 017105137 

Pekerjaan Mahasiswa Pascasarjana UT - UPBJJ Ambon 

Program Studi Magister IImu Administrasi Publik (MAP) 

Aiamat Kota Tual 

Telah selesai mengadakan penelman dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul .. Analisis 

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon" yang ditaksanakan tanggal 

20 September 2012 sid 29 OktObef 2012 yang berk>k.asi pacta Dinas Pertanian Provinsi 

Maluku. Di!lBS Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan 

Badan Pusat Stanstik Kota Ambon. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Ambon. at Nopem_ 2012 

A.n SEKRETARIS KOTA
 
ASSISTEN PE!.lERINTAHAN
 

PKEP~~:a;.G1AN.¥A~APEMERINTAHAN 

. 17 " .' 

i .~
 
'< ", Drs. J. TAMTELAHITU 
~ ~ -,- -. Pembina Tk.l 
~. i95fu103198211 1011 

Tembusan : 
1. Direktur Program Pascasarjana Universitas T ert:>uka 
2. Kepaa Dinas Pertanian Pertanian Provinsi MahJku 
3. KepaIa Dinas Peltanian dan KehuIanan Kota Ambon 
4. BacIan Pusal Stallslil< Kola Ambrn 
5. Yang Be!sangkulan 
6. Atsip 
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REKAPITULASI SARAN PERBAIKAN TAPM PASCA UJiAN SIDANG 

Nama Mahasiswa Dominggus Kastanja 

NIM 017105137 
Judul TAPM Lama Analisis Evaluasi Pe!aksanaan Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon 
Judul TAPM Baru Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Ambon 
HarijTanggal Ujian : Sabtu, 29 Juni 2013 

SARAN PERBAIKAN 
SARAN j MASUKAN 

DARI 

L	 Analisis dan Implementasi hasil 
penelitian jangan lebih banyak 
menjelaskan masalah RabiesPEMBIMBING I
 

(Prof. Dr. Rakhmat,
 tetapi harus lebih banyak 

Drs.,MSj menjelaskan mengenai 
im plementasi kebijakan 

L	 Dalam penjilidan, susunan 

daftar isi, taftar tabel, daftar 
grafik, daftar bagan, daftar 
gambar tidak perlu diberi sekat 

2. Kesimpulan dan saran kurang 
PEMBIMBING II mencerminkan hasll temuan 

(Dewi A. Padmo Putri, dan bahasan
 
M.A, Ph.D)
 3.	 Pada Bab Pendahuluan kurang 

dldukung oleh teorl (referensi) 
yang cukup 

4.	 Cek penulisan Daftar Pustaka 

masih ada yang tldak menglkuti 
aturan "APA Style" 

1. Pertegas	 masalah penelitian: 
Implementasi atau evaluasi 
dalam rumusan judul 

2. Kajian pustaka difokuskan sesuai 
pilihan nO.1

PENGUJI AHLI 
3. Kesimpulan agar menjawab

(Prof.Muchlis Hamdl, 
rumusan penetitian 

MPA, Ph.D) 
4. Saran	 agar dijaga keterkaitan 

dengan kesimpulan 

S.	 Kutipan agar diperbaiki sesuai 
pedoman penulisan TAPM 

1.	 Dalam melakukan analisis perlu 

menggunakan "'bahasa'" 
KETUA KOMISI UJIAN administrasi publik supaya tidak 
(Suciati, M.Sc.Ph.D) teknis petemakan 

2.	 Daftar Pustaka halaman 1 
hilang 

SESUDAH KOREKSI KET. 

Untuk lebih focus kepada 
implementasi kebijakan maka 
disepakati dilakukan perubahan 

judul penelitian menjadi "Analisis 

Implementasi Kebijakan 
Penanggulangan Rabies di Kota 
Ambon" 

L disesuaikan 

2. Telah disesuaikan 

3. Sudah ditambahkan sesuai 
saran masukan 

4. Telah diperbalki sesuai saran 

masukan 

1. Masalah penelitian di 
fokuskan pada Implementasl 
sesuai judul yang baru. 

2. Sudah di sesuaikan 

3. Sudah diperbaiki 

4. Sudah dlsesuaikan 

S. Sudah diperbaiki 

1. Sudah dilakukan perbaikan 

sesuai masukan 

2. Sudah ditambahkan 
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